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Menindaklanjuti:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan dan
Pengelolaan Data Kinerja serta Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Disposisi Inspektur Jendral Nomor Agenda 02010000.20251230.0006 tanggal 30 Desember
2025 atas Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 280/ND/Is/2025 tanggal 30
Desember 2025 Hal Permohonan Penyampaian Data Kinerja dan Laporan Monitoring dan
Evaluasi Bulan Desember 2025 (B12) serta Laporan Kinerja Tahun 2025 Tingkat Unit Kerja di
Inspektorat Jenderal

bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Inspektorat | Tahun Anggaran 2025
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Ibu selanjutnya diucapkan terima kasih

Inspektur | /
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2. Kepala Bagian PHKIKP, Sekretariat Inspektorat Jenderal
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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas perkenannya, Laporan Kinerja Inspektorat |, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum d Tahun 2025 dapat tersusun dengan
baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Inspektorat |, Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama
Tahun 2025, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan
kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain
untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja
yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap
sasaran kegiatan Inspektorat |, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber
daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat |, Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat
memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada
Tahun 2025 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 15 Januari 2026
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Pelaporan Kinerja Inspektorat |, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025,
pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap
kinerja di Inspektorat |, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dan merupakan
wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 — 2029
dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum, Inspektorat | melaksanakan “Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air" dalam mendukung capaian “Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum”, dengan
Sasaran Kegiatan berdasarkan perubahan Rencana Strategis adalah “Peningkatan Kualitas
Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I”.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilakukan perubahan/revisi sebanyak 4 (empat) kali,
perubahan-perubahan tersebut mencakup perubahan pejabat penandatangan, penambahan
sub-Indikator Kinerja Kegiatan dan perubahan Pagu Anggaran yang semula Rp2.041.420.000
menjadi Rp3.406.263.000.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 yaitu Persentase Peningkatan Kualitas
Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |, dengan capaian
77,97% dari Target 76,30% dengan capaian kinerja sebesar 102,19%. Capaian kinerja tersebut
turun dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 102,29%. Secara rinci, capaian kinerja terhadap
sub-Indikator Kinerja Kegiatan yang turun antara Tahun 2024 dan 2025 yaitu Penanganan
Pengaduan di Inspektorat | dan Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern. Penyebab turunnya kinerja
penanganan pengaduan di Inspektorat | dikarenakan terdapat perubahan dasar hukum dalam
tata kelola pengaduan di Inspektorat Jenderal menjelang akhir Tahun, yang mengakibatkan
proses Penelitian Awal dilimpahkan kembali ke masing-masing Inspektorat bidang. Selain itu,
dikarenakan keterlambatan dalam updating database pengaduan, sehingga data pengaduan
yang masuk tidak up to date. Terkait penurunan kinerja Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan
proses penilaian tindak lanjut yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh)
hari kerja dan juga belum seluruh auditor memiliki sertifikat TABK maupun Evaluasi TIK/SPBE.

Sub Indikator Kinerja Kegiatan di Inspektorat | yang telah terlampui yaitu Hasil Telaah Sejawat
Proses AREPP Inspektorat | (95,06 > 95,00); Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat |
(100% > 85,00%); Tingkat Rekomendasi LHP & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat
| (86,88% 0%); Tingkat Perencanaan UPKPT (100% = 100%); Predikat SAKIP Inspektorat
t Efektivitas MR UPR T-2 Inspektorat | (86,41 > 75,00); Transformasi
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Digital di Inspektorat | (72,88 > 30,00) dan Tingat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat |
(50,61% > 40,00). Faktor keberhasilan yang turut menjadi penyumbang yaitu:

a. Faktor Eksternal

1) Adanya kebijakan dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2) Tercapainya Level 4 IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3) Peran serta BPK dan BPKP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
b. Faktor Internal

1) Telah dilakukan Telaah Sejawat Antar Korwas pada Semester | dan Semester Il, sehingga
pelaksanaan Audit telah sesuai dengan SE Irjen Nomor 01/SE/|j/2024 tentang Pedoman
Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2) Peningkatan kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam bidang
pengawasan dan akuntabilitas sehingga para pegawai mampu memberikan kontribusi
yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal,

3) Menggunakan sistem manajemen yang mengedepankan skala prioritas dan teknologi
yang tepat membantu Inspektorat | dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efekiif
dan efisien sehingga proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara
terintegrasi dan akurat;

4) Kolaborasi yang baik dengan Direktorat Kepatuhan Intern dan Unit Pembina Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air dan Inspektorat bidang lain dalam peningkatan pengawasan;

5) Kontribusi aktif Inspektur |, Auditor dan Subbagian Tata Usaha dalam hal melakukan
perbaikan tata kelola di Inspektorat I;

6) Peran aktif dari Inspektur, Auditor dan Subbagian Tata Usaha Inspektorat | dalam
mengelola pengaduan demi mendorong pencapaian kinerja penanganan pengaduan di
Inspektorat I;

7) Inisiasi Inspektorat Jenderal dalam melakukan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan baik kegiatan di Kantor atau kegiatan di luar
kantor;

8) Kolaborasi antara Auditor Inspektorat | dengan Direktorat Sistem dan Strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Kepatuhan Intern dalam menyusun
Perencanaan UPKPT di Inspektorat | secara akurat;

9) Peran aktif Auditor dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk mendorong
keberhasilan capaian Kinerja Inspektorat I;

10) Peran aktif Subbagian Tata Usaha dalam melakukan monitoring dan pengendalian IKK
serta capaian output pengawasan;

11) Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Inspektorat | dan
peran Auditor bersama Personil Subbagian Tata Usaha dalam pengendalian dan
pemantauan terhadap profil Risiko yang telah disusun oleh Inspektorat [;

12) Peran aktif pegawai di Inspektorat | dalam hal penggunaan layanan yang sebelumnya
menggunakan layanan cloud Google menjadi cloud Microsoft;

13) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspetorat | telah mengacu Peraturan Menteri PU
yang berlaku.

Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 yang belum tercapai berupa penanganan
pengaduan di Inspektorat I, Inspektorat | telah berupaya melakukan Penelitian Awal terhadap
pengaduan-pengaduan tersebut. Namun, dikarenakan jumlah pengaduan yang masuk pada
bulan Desember sebanyak 16 pengaduan, dan belum seluruh pengaduan pada bulan-bulan
sebelumnya telah/telah selesai ditindaklanjuti sehingga masih terdapat penanganan pengaduan
yang belum dapat di proses. Selain itu, belum tercapainya target berupa Nilai Hasil Telaah
Sejawat Intern dikarenakan turunnya kinerja Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan, proses
penilaian tindak lanjut yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari
kerja dan belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE.

Terh

ikator Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan di Inspektorat |, secara
melampui dari target yang ditetapkan, namun secara target output
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belum seluruh kegiatan pengawasan memenuhi target yang direncanakan. Kegiatan
pengawasan yang belum mencapai target yaitu kegiatan pemantauan (70 laporan dari target 96
laporan), pengawasan lainnya (5 dari 10 laporan) dan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (16
laporan dari target 19 laporan). Secara spesifik, kegiatan pengawasan lainnya yang belum
terlaksana merupakan kegiatan pendampingan Wanam terkait Inpres 14 Tahun 2025 dan
kegiatan pendampingan tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan
Sumatera Barat. Terhadap kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu, telah dilakukan semuanya
sesuai yang tercantum di PKPT namun, belum seluruh laporan telah selesai. Selanjutnya, untuk
kegiatan PKPT T.A. 2025 yang belum dapat terlaksananya, akan dilakukan carry over pada TA.
2026. Faktor kegagalan yang menjadi penyumbang, antara lain:

a. Faktor Internal:

1) Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang tertuang
pada Laporan Hasil Audit;

2) Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan pada LHP
yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;

3) Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE;

4) Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam proses
penyusunan laporan;

5) Banyaknya penugasan direktif menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas
kegiatan pengawasan;

6) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat pelaksanaan
kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal;

7) Banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan Desember
2025, sehingga tidak dapat ditangani oleh Inspektorat |. Hal ini dikarenakan terbitnya SE
Ijen No. 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Faktor Eksternal:

1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas
kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi seperti
halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju Wanam, Distrik
llwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pencapaian kinerja kegiatan pada Inspektorat | mampu menyerap anggaran sebesar
Rp3.087.242.783 atau sebesar 90,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.406.263.000
(100,00%) sehingga realisasi keuangan mengalami deviasi negatif sebesar 9,37%, namun
realisasi anggaran Inspektorat | Tahun 2025 tidak lebih baik daripada realisasi anggaran Tahun
2024. Penyerapan anggaran Inspektorat | Tahun 2024 sebesar 99,32% atau sekitar
Rp3.620.185.000 dari pagu anggaran sebesar Rp3.644.835.000. Hal ini juga terlihat bahwa, pada
Tahun 2025, kegiatan Pengawasan yang telah terjadwal pada PKPT tidak berjalan secara
maksimal. Namun, terhadap kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana pada Tahun 2025
tersebut, akan di carry over pada Tahun 2026.

Kinerja Inspektorat | dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian
PU tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan
mandratory, namun juga upaya pengawalan seperti Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan
Percepatan Revaluasi BMN, Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui
pengembangan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pengawasan Internal dan Eksternal, Reviu Pembayaran terkait Inpres 2 Tahun 2025 dan
Pendampingan terkait Inpres 14 Tahun 2025, pendampingan pengadaang barang/jasa dalam
penanganan keadaan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh,
Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.
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1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
pencapaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018
Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan
dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan
Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029;

d. Draf Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum telah
menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum.

Inspektorat | mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Sumber
Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat | menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;,

b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;

c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;

d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan
ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;

e. Pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas
pengawasan intern;

f. Pelaporan lkhtisar Hasil Pengawasan;

g. Pelaporan kinerja; dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Subbagian Tata Usaha sendiri memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi
ke aian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan,

tanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi
ndalian intern dan penerapan Manajemen Risiko Inspektorat |.

.
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1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal & Inspektorat |

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor
1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
adalah sebagai berikut:

APU:

Kepaia Bagian
Program, Hukum, Kepatuhan Intern,
dan Kemunikasi Publik

e
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Kelompok Jabatan Fungsional j
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Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai
dengan Permen PU Nomor 1 Tahun 2024

Struktur Organisasi Inspektorat |

Sedangkan pada tingkat unit kerja, struktur organisasi Inspektorat |, Inspektorat
Jenderal Kementerian PU sesuai dengan:

a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 407/KPTS/M/2025 Tanggal 26
Maret 2025 memutuskan bahwa Inspektur | adalah | Ketut Jayada, S.T;;

b. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 22/KPTS/IJ/2024 Tanggal 26 Februari
2024 Tentang Penugasan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan
Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, pegawai yang ditempatkan
di Inspektorat | sebanyak 40 orang pegawai terdiri dari 38 orang PNS, 2 orang
Non PNS;

d. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26/KPTS/Ij/2025 Tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang
Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan
Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

memiliki struktur organisasi sampai dengan akhir Desember 2025 sebagai berikut:

g .
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Gambar 1.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat |, Inspektorat Jenderal

1.3.2 Sumber Daya Manusia
Berdasarkan:

a. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 22/KPTS/1J/2024 Tanggal 26 Februari
2024 Tentang Penugasan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/j/2025 Tentang Penetapan
Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, pegawai yang ditempatkan
di Inspektorat | sebanyak 40 orang pegawai terdiri dari 38 orang PNS, 2 orang
Non PNS;

c. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26/KPTS/1j/2025 Tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/j/2025 Tentang
Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan
Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 110/KPTS/M/SP/2011 tentang
Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor a.n. Budhi Setyawan, S.Kom, M.T.

Pengelompokan Pegawai di Inspektorat | berdasarkan:
1.3.2.1  Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pada subbab ini dijelaskan komposisi SDM berdasarkan jenis, yang
meliputi: Jumlah PNS, dan P3K yang di breakdown berdasarkan gender.
Inspektorat | terdiri atas 19 pegawai laki-laki (17 pegawai berstatus PNS
dan 2 pegawai berstatus P3K) dan 22 pegawai perempuan berstatus PNS
dengan ilustrasi sebagai berikut:
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Gambar 1.3.3 Pegawai Inspektorat | berdasarkan Jenis
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

1.3.2:2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelas Jabatan

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan golongan dan
kelompok jabatan yang di breakdown berdasarkan gender. Berdasarkan
golongan dapat dibagi menjadi golongan |A sampai dengan IVE (dapat
disesuaikan kembali dengan keadaan aktual pada masing-masing
organisasi). Sementara berdasarkan kelompok jabatan dapat dibagi
menjadi: Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana.

Pegawai Inspektorat | terdiri dari 38 orang pegawai dengan jumlah pegawai
golongan |V sebanyak 6 (enam) orang, golongan lll sebanyak 27 (dua
puluh tujuh) orang, golongan |l sebanyak 3 (tiga) orang dan P3K sebanyak

2 orang.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
10 5
0 8
; 7
7
6
5
4 3
3
2

2 2 2 2
1 I 1 I 1
1
. | 6 I = I
vid Vic Vb IV/ia 1li/id  lil/e HI/b  lifa  li/d lllc P3K

Gambar 1.3.4 Pegawai Inspektorat | Berdasarkan Golongan
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Pembagian pegawai berdasarkan jabatan tersebut, dapat lebih dirinci lagi
sesuai dengan jenis kelaminnya sebagai berikut:

Tabel 1.3.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
IV/d 1 - 1

il
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Golongan Laki-Laki Perempuan ____Jumlah
Vic 2 - 2
IVib 1 - 1
IV/a 1 1 2
Ii/d 5 3 8
i/l - 3 3
I/b 2 8 10
Ill/a 3 3 6
I\/d 1 1 2
lllc 1 - 1
P3K 2 - 2

Total 19 19 38

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Secara spesifik, jumlah pegawai inspektorat | berdasarkan jabatannya,
terdiri dari 2 pegawai dengan status pejabat struktural, 31 pegawai dengan
status jabatan fungsional, 4 orang pegawai dengan status jabatan
pelaksana dan 1 orang pegawai dengan status Karyasiswa.

JUMLAH PEGAWA|I BERDASARKAN GOLONGAN

31

%

4
.2 7 1
m . 4 ﬁ A

STRUKTURAL FUNGSIONAL PELAKSANA KARYASISWA

Gambar 1.3.5 Pegawai Inspektorat | Berdasarkan Jabatannya.
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Pembagian pegawai berdasarkan jabatan tersebut, dapat lebih dirinci lagi
sesuai dengan jenis kelaminnya sebagai berikut:

Tabel 1.3.2 Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

Jabatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Struktural 2 - 2
Fungsional 14 17 31
Pelaksana 3 1 4
Karyasiswa - 1 1
Total 19 19 38

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan Pendidikan dan
Usia yang dibreakdown berdasarkan gender.

Dalam mendukung transformasi SDM melalui kapasitas kompetensi
egawai, Kementerian PUPR memberikan fasilitas tugas belajar dengan
jasama dengan universitas-universitas terbaik pada bidangnya.

R,
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Secara garis besar, pendidikan di lingkungan Inspektorat | didominasi oleh
lulusan Sarjana (S1) dengan total 18 pegawai, lulusan Master (S2) total 16
pegawai, lulusan D3 total 2 pegawai, dan tamat SMA total 4 pegawai.
Visualisasi dari penjabaran diatas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

16
14
14 13
12
10
8
6 5
2
2 l 3
; ) e
s2 S1 D-IV D-1ll SMA SMP

Gambar 1.3.6 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Apabila komposisi pegawai di detailkan antara usia dengan pendidikan,
maka dapat disampaikan sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan

mS2 wD4/S1 mD3 mSMA mSMP

Usia
10 9
9
8 : 7
5
5
5
4 3 33
3 2 =9
2 1I II = 1 1 I I 1
1
o B I | il N &l b
25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

Gambar 1.3.7 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Secara detail, komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis
kelamin dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 1.3.3 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin

Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
<D3 3 1 4
D3 1 1 2
S1/D4 7 1 18
S2 8 6 14
Total 19 19 38

er: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

il
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Lebih lanjut, komposisi pegawai berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat
ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 1.3.4 Komposisi pegawai berdasarkan umur dan jenis kelamin

Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
25-30 5 7 12
31-35 1 3 4
36-40 1 5 6
41-45 7 2 9
46-50 0 1 1
51-55 2 1 3
56-60 3 0 3
Total 19 19 38

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

1.4 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pada inspektorat | terdiri dari sarana dan prasarana fisik serta
teknologi informasi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada subbab dibawah berikut:
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Inspektorat | per Desember 2025
adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Sarana dan Prasarana kerja pada lingkungan Inspektorat |

No Nama Barang B l Ko[::mi | RB Jumlah
Daftar Barang Ruangan Ruang Rapat
1 |Camera Video Conference 1 1
2 | Electronic Whiteboard 1 1
3 [Sound System 1 1
4 | Box Elektrikal 1 1
5 |[Frame Figura 3 3
6 | Televisi 1 1
7 |Lemari 2 2
8 | Lemari Dispenser 1 1
9 |Dispenser 1 1
10 | Meja Rapat 8 8
11 [Kursi Rapat 14 14
Daftar Barang Ruangan Ruang Tunggu
1 |Sofa 4 4
2 [Meja Kecil 1 1
Daftar Barang Ruangan Ruang Tata Usaha dan Kasubbag
1 | Dekstop PC 5 5
2 | Printer Warna 1 1
3 [Prnter BIW 2 2
4 | Scanner 2 2
5 |[Telepon NEC 1 1
6 | Telepon Fax 1 1
7 | Lemari Kayu 2 2
8 |Televisi 1 1
9 | Nakas 2 2
10 [ Penghancur Kertas 1 1
11 | Whiteboard 1 1
12 | Sofa 2 2
13 | Meja Kubikal/Workstation 6 6
14 | Kursi 8 8
15 [Meja 1 1
Daftar Barang Ruangan Ruang Auditor
1 |Dekstop PC 2 2
2 | Printer Warna 2 2
3 |Printer BW 7 7
er 2 2
7 7
14 14
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Kondisi
No Nama Barang B RR RB Jumlah
7 |Televisi 1 1
8 [Mesin Penghancur Kertas 2 2
9 |Sofa 4 4
10 | Locker (3x4) 3 3
11 | Air Purifier 1 1
12 [Meja Kubikal/Workstation 30 30
13 | Kursi Kerja 30 30
14 |TV 1 1
Daftar Barang Ruangan Ruang Pantry
1 |Dispenser 1 1
2 |Kulkas 1 1
3 |Kitchen Set 1 1
4 [Microwave 2 2
5 |Meja Makan 1 1
6 [Kursi 4 4
7 | Coffee Maker 1 1
8 | Airfryer 1 1
Daftar Barang Ruangan Ruang Koordinator Wilayah
1 |Dekstop PC 5 5
2 | Printer BIW 5 5
3 | Printer Warna 5 5
4 | Telepon/Fax 5 5
5 [Lemari Kayu 15 15
6 |Meja Kerja 10 10
7 |Kursi Kerja 40 40
8 |Roller Blind 5 5
Daftar Barang Ruangan Ruang Inspekiur |

1 |Meja Kerja 1 1
2 | Kursi Kerja 3 3
3 |Meja Rapat 1 1
4 | Dekstop PC All In One 1 1
5 |Printer Warna 1 1
6 |[Telepon NEC 1 1
7 |Lemari Kayu 3 3
8 |Jam Dinding 1 1
9 | Televisi 3 3
10 | Dispenser 1 1
11 | Lemari Pakaian 1 1
12 | Air Purifier 1 1
13 | Meja Makan 1 1
14 | Kursi Makan 2 2
15 | Tempat Tidur 1 1
16 [ Whiteboard 1 1
17 | Proyektor Infocus 1 1
18 | Meja Tamu 1 1
19 |Sofa 2 2
20 [Kursi Rapat 6 6

Catatan: Seluruh pegawai Inspektorat | telah difasilitasi Laptop

1.4.2 Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya, Inspektorat | juga menggunakan berbagai macam
software ataupun jenis teknologi informasi lainnya untuk membantu dalam bekerja.
Hal ini disebabkan karena banyaknya data yang harus singkron dengan unit kerja
lain sehingga dapat memudahkan Inspektorat | dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Berikut merupakan teknologi informasi yang digunakan Inspektorat I:

a. Backend bravo

Penggunaan backend bravo digunakan sebagai monitoring presensi pegawai
yang oulpuinya digunakan sebagai dasar perhitungan tunjangan kinerja.
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Gambar 1.4.1 Tampilan Backend Bravo
Sumber: Arsip pribadi (2025)

b. E-HRM (Electronic — Human Resources Management)

Website ini digunakan untuk konsinyasi data kepegawaian seluruh pegawai
Kementerian PUPR. Selain itu, data kepegawaian lainnya seperti SK
Pengangkatan terakhir, SK CPNS, SK Jafung dan Sertifikat diklat lainnya juga
bisa diinput pada website ini.

T I promp—— W s D L@

Gambar 1.4.2 Tampilan E-Hrm Kementerian PUPR
Sumber: Arsip pribadi (2025)

c. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)

Website TNDE digunakan untuk surat menyurat antar unit kerja/ unit eselon 1 di
lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu dalam website ini dapat dilihat
disposisi serta tujuan surat/
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Gambar 1.4.3 Tampilan website TNDE
Sumber: Arsip pribadi (2025)

d. l-emonitoring

Website |-emonitoring ini digunakan untuk melihat ketersediaan anggaran,
realisasi anggaran, rencana anggaran baik tingkat Unit Organisasi maupun
hingga paket pekerjaan. I-emonitoring yang digunakan Inspektorat | terdiri atas
2 bagian yaitu iemonitoring untuk anggaran dan i-emonitoring untuk Penilaian
Kinerja

g— i /
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Gambar 1.4.4 l-emonitoring untuk anggaran
Sumber: Arsip pribadi (2025)

R

«@-Monitoring SAKIP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
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Gambar 1.4.5 |-emonitoring untuk SAKIP
Sumber: Arsip pribadi (2025)
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e. Office 365 by Microsoft

Kementerian PU beralih menggunakan layanan cloud microsoft sejak awal
Tahun 2024. Hal ini membuat perubahan signifikan dalam proses pelaporan
serta monitoring data secara real time karena dapat diakses lebih sistematis
menggunakan sistem cloud.
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Gambar 1.4.6 Office 365
Sumber: Arsip pribadi (2025)
f. Ekinerja

Dalam pemanfaatan penilaian pegawai, Kementerian PUPR menggunakan
website E-Kinerja. Selain untuk mempermudah pimpinan dalam menilai capaian
kinerja pegawai, juga mempermudah pegawai dalam mengupload bukti dukung
sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas.

« € % kinerapugoid/ekin

ard php ae + 0 @

POl Pilih SKP
1, 2024 w/d December 31, 2024 - Auditor Ahli Pertama Subbagian Tata Usaha, inspektorat |, Inspekiorat jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- |
L] SKP Saya Rekapltulasi Penyusunan SKP Unit Organisasi
- SKP (et Rencana Aksi Terakhir dipertan Jan 2025, 0200 WA
o TS ST ST
PR e st ke oo SR Ve, Woom s
% L] 02 27 1
O 5
(U] o

[ erai Perntugyaan
2 Infrastrubtus Pekerjaan Umam dan

Gambar 1.4.7 Website E-Kinerja Kementerian PUPR
Sumber: Arsip pribadi (2025)

acia TA 2024 di Inspektorat |

1.5 Isu Strategis Unit Kerja

Isu strategis terkini terkait pengawasan dan pengendalian di Inspektorat | Tahun Anggaran
2025, yaitu sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai unit organisasi yang diawasi oleh
Inspektorat | mengemban tugas melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur
er Daya Air untuk meningkatkan ketahanan air yang mendukung ketahanan
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b. Jumlah SDM Inspektorat | yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja maupun
jumlah anggaran yang harus diawasi, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan yang
tepat;

c. Implementasi SPIP belum dilaksanakan secara optimal pada unit organisasi Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air;

d. Hasil pengawasan belum seluruhnya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam
perbaikan tata kelola manajemen organisasi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya
pengaduan yang masuk ke Inspektorat I;

e. Banyaknya Paket Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan,
Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lIrigasi untuk
Mendukung Swasembada Pangan yang perlu dilaksanakan Reviu Pembayaran
berdasarkan amanat Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan
Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan
Pemerintah, Dan/Atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden sehingga periu
diprogramkan didalam PKPT dan berpotensi menghambat pelaksanaan Kegiatan
AREPP Lainnya;

f. Hasil pengawasan belum seluruhnya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam
perbaikan tata kelola manajemen organisasi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya
pengaduan yang masuk ke Inspektorat I;

g. Kegiatan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan
Darurat Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera
Utara dan Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum yang baru akan bisa jalan pada
Tahun 2026.

1.6 Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat | Tahun 2025 memiliki sistematika laporan sebagai
berikut:

BAB | Pendahaluan

Pada BAB ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi
dan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis Unit Kerja dan
Sistematika Laporan.

BAB Il Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini dijelaskan tentang Renstra Unit Kerja, Perjanjian Kinerja Unit Kerja, Uraian
Metode Pengukuran serta Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target
Renstra.

BAB Ill Akuntabilitas Kinerja

Pada BAB ini dijelaskan tentang Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja
Unit Kerja, Analisis Perbandingan Kinerja Unit Kerja, Analisis Realisasi Anggaran, dan
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

BAB IV Penutup

Pada BAB ini dijelaskan tentang Simpulan Umum, Faktor Pendukung Keberhasilan,
Permasalahan serta Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

Lampiran

B
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LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT | T.A. 2025

BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Renstra Unit Kerja - Perjanjian Kinerja unit Kerja - Uraian Metode Pengukuran - Target
Kinerja Tahun Berjalan Dalam Pemenuhan Target Renstra
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat |

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan
Umum Tahun 2025 - 2029, ditetapkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum: 7

Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal
dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju
Indonesia Emas 2056 untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”
Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal
dan berkelanjuran yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian

Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

AN

pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk

1 Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan
mendukung swasembada pangan, energi, dan air;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan

jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional,

\

Meningkatkan akses infrastruktur dasar pemukiman yang
berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan
dan pengentasan kemiskinan;

Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis
untuk mendukung prioritas pembangunan nasional,
|

Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi
dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif dan adaptif
terhadap perkembangan teknologi;

[

Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif,
transparan, dan akuntabel;

Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi
nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan.
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2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengawasan Penyelenggaran Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum,
Inspektorat Jenderal menetapkan arah kebijakan dan strategi tujuan:

“Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam rangka Pengawalan
Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau
penugasan tambahan, tugas direktirf dari Presiden;

b. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan
(Result) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi;

c. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi
selalu second line of defense dan APIP selaku third line of defence dalam Sistem
Pengendalian Intern;

d. Optimalisasi budaya sadar risiko dan ntegrasi pengelolaan risiko dalam
pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern;

e. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan
formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai;

f. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan
berkelanjutan atau Continous Audit-Continous Monitoring beserta keamanan
data digital,

g. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur
bidang Pekerjaan Umum;

h. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan
dwiperan yaitu sebagai quality assurance/penjamin kualitas dan sebagai advisory
semces/layanan konsultasi.

Quality Assurance/ Jaminan Kuahtas Advisory Services/ layanan konsultasi

Mendukung kegiatan yang sedang dan
akan dilakukan benar-benar efisien dan

- Menjamin kegiatan yang sudah dilakukan
! bermanfaat (efektif) dan akuntabel |

Inspektorat Jenderal melakukan audit
berbasis risiko atas pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran Auditi

Mendorong Auditi untuk meningkatkan
kualitas implementasi GRC (Governance,
Risk Management & Control)

| ekonomis

/

/ Inspektorat Jenderal melakukan reviu
dan evaluasi terhadap perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan Auditi

Mendorong Auditi memperbaiki
perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan anggaran

&

Gambar 2.1.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal
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Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal
adalah:
Quality Assurance

Early Warning System
) Kehematan dan Rekomendasi
L) efektifitas pencapaian hasil

tujuan program
dRANEoR pengawasan
Efisiensi pengelolaan

g keuangan terhadap yang
pelaksanaan konstruktif

OUTCOME
« Program/ Kegiatan PUPR
efektif, efisien dan IMPACTS
ekonomis -
* Laporan keuangan PUPR Terciptanya good
WTP governance dan clean
« Aset BMN PUPR baik government

= Aparatur PUPR yang
bersih dan berintegritas

Gambar 2.1.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

2.1.3 Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2025-2029 yang ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, dirumuskan 7(tujuh)
Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

a. SS-01 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada
pangan, energi dan air;

b. S$S-02 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan;

c. SS-03 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar pemukiman yang aman
dan berkelanjutan;

d. SS-04 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung
perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan
kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian
PU;

e. SS-05 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi
yang kompeten dan profesional;

f. SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis
lainnya;

g. SS-07 Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran
kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif,
berketahanan, dan berkelanjutan.
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Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang
dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:

(SS-05) Kementerian Pekerjaan Umum

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian
PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Stakeholders

SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian

Pekerjaan Umum dan Tugas Tekis Lainnya

Customers

SK 1 Meningkatnya Layanan Dukungan
Vianajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat

Kegiatan 1: Dukungan
Manajemen Bidang
Pengawasan

Jenderal
SK 2.1 Meningkatnya Kualitas SK 2.2 Meningkatnya Kualitas
Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Pengawasan Kinerja dan Keuangan di
Wilayah Pengawasan Inspektorat | Wilayah Pengawasan Inspektorat Il
B A
SK 2.3 Meningkatnya Kualitas SK 2.4 Meningkatnya Kualitas

Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Pengawasan Kinerja dan Keuangan di
Wilayah Pengawasan Inspektorat lll Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

SK 2.5 Meningkatnya Kualitas
Pengawasan Kinerja dan Keuangan di SK 2.6 Meningkatnya Kualitas
s wa nspek Pengawasan Kinerja di Inspektorat VI

Kegiatan 2: Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pembangunan
Infrastruktur Bidang PU

Gambar 2.1.3 Peta Strategi Inspektoat Jenderal
Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal
process dan learning and growth dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK)
berikut:

SK-1.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

SK-2.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat |;

SK-2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat Il;

SK-2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat Ill;

SK-2.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat 1V;

SK-2.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat V;
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2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat |

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal,
Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur | s.d. Inspektur VI untuk Tahun
Anggaran 2025 dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis
Kementerian PU serta mempertimbangkan capaian kinerja pada Tahun Anggaran
2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat | Tahun Anggaran 2025:

Tabel 2.2.1 Rincian Target pada Perjanjian Kinerja Inspektorat | T.A. 2025

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

2025
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan ke
Pembangunan Infrastruktur Bidang PU
Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan |
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja 79.00%
dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | 7
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP 91,00
Inspektorat |
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | 85,00%
3 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat | 85,00%
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan
4 . ey i 65,00%
Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat |
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | 100%
g Nilai SAKIP Inspektorat | A
80.00
Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat | Level 4
7
75,00
Anggaran Rp2.041.420.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat | TA. 2025

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP, diperoleh dari data hasil
pelaksanaan peer review (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar
Inspektorat, non resiprocal) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan
pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan
Pengawasan Lainnya);

b. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat |, diperoleh dari perbandingan
realisasi jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT);

c. Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat |, diperoleh dari perbandingan
jumlah pengaduan valid yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan
dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan dan Laporan lain yang
dianggap tim dapat menyelesaikan pengaduan;

d. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang

Ditindaklanjuti di Inspektorat |, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan
il Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah
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ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA
yang telah diterbitkan;
e. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektiorat |, diperoleh dari selesainya
penyusunan PKPT Tahun yang akan datang sebelum Pagu Dipa Alokasi
ditetapkan;

f. Nilai SAKIP Inspektorat |, diperoleh dari Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Inspektorat | selama 1 (satu) Tahun Anggaran;

g. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |, diperoleh dari Evaluasi
atas Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 di Inspektorat | selama 1 (satu) Tahun
Anggaran.

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi |

Adanya perubahan pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama
sehingga terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada bulan Juli 2025. Secara rinci,
rincian target pada Perjanjian Kinerja Revisi | dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Rincian Target pada Revisi | Perjanjian Kinerja Inspektorat | T.A. 2025

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pembangunan Infrastruktur Bidang PU
Sasaran _ Kegfatan 2.1: Menfngk_&fhya Kualitas Pengawasan
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja 79.00%
dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | Lrndts
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP 91,00
Inspektorat |
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | 85,00%
Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat | 85,00%
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan
4 . L i W 65,00%
Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat |
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | 100%
g Nilai SAKIP Inspektorat | A
80.00
Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat | Level 4
75,00
Anggaran Rp2.041.420.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat [ TA. 2025

Tidak terdapat perubahan baik pada Sub-IKK, maupun target beserta anggarannya.
Perubahan terkait pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dapat
dijelaskan pada gambar berikut:
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Tabel 2.2.3 Perubahan Pejabat Penandatangan pada PK Awal (Januari 2025) dan PK Reuvisi | (Juli 2025)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
n o W r
1 | Memngiatnys Kunlitas Pengirvasan Knera dan | 1 Tingkat Kusitas Pengswasan Knena  dan 79.00%
Keunngan di Witayah Pengawasan inspekionat | Kauangan & Wiayah Pengawasan Inspelioral |
Kegiatan: Anggaran
Petaksanain Pengimasan Peryeienggvasn PemBangunan Infrastratis Bidang PUPH Rp 2041420000
Jakata. 3 Jaeuan 2025
INSPEKTUR JEND?RAL INSPEKTUR |
\ \ 7] A%
f'},»mmU»\ it
DADANG RUKMANA Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
i @ ) )
1 | Meningkatnya Kuakias Pengawason Knora dan | 1 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinera dan 79,00%
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspekioral | Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektarat |
Kegiatan: Anggaran
Peiaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan infrastruktue Bidang Pekernaan Umum Rp2.041.420.000
Jakarta, A Juli 2025
INSPEKTUR JENDERAL INSPEKTUR |
il
7 — [auT
S
Dr. Ir. MAULIDYA INDAHJUNICA, M.Sc. I KETUT JAYADA, S.T.

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat | TA 2025

2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Il
Terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU, sehingga terdapat
penambahan sub-IKK dan perubahan target serta anggaran pada Perjanjian Kinerja
(PK) Revisi Il Tahun 2025. PK Revisi Il Tahun 2025 ditanda tangani pada 30
September 2025. Perubahan sebagaimana disebutkan dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Tabel 2.2.4 Rincian Target pada Revisi Il Perjanjian Kinerja Inspektorat | T.A. 2025
TARGET

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

2025

KEG[ATAN 2 Pe[aksanaan Pengawasan Penyelenggalaan -
Pembangunan Infrastruktur Bidang PU ', :
Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kuamns Pengawasan
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja 76.30%
dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | 3
Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP
1 95,00
Inspektorat |
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | 85,00%
3 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat | 85,00%
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan
4 . L. L 73,00%
Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat |
Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | 100%
6 Nilai SAKIP Inspektorat | A
82.00
Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |
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PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAz::S:T
75,00
8 Transformasi Digital Inspektorat I* 30,00
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I* 40,00
Anggaran Rp3.406.263.000
Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat | TA 2025
Keterangan:
* . Indikator baru menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU

2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Tidak terdapat perubahan baik pada Sub-IKK, anggaran, serta pejabat
penandatangan. PK Akhir pada tanggal 29 Desember 2025 secara rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Rincian Target pada Perjanjian Kinerja Revisi Inspektorat | T.A. 2024

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025
'KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan v
Pembangunan Infrastruktur Bidang PU
~ Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja 76.30%
dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | A
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP 95,00
Inspektorat |
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | 85,00%
3 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat | 85,00%
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan
4 ; - Son 73,00%
Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat |
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | 100%
6 Nilai SAKIP Inspektorat | A
82.00
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat | Level 4
75,00
8 Transformasi Digital Inspektorat 1* 30,00
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I* 40,00
Anggaran Rp3.406.263.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat | TA 2025

2.2.5 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) terjadi 4 (empat) kali sepanjang Tahun 2025. Hal-
hal yang mengalami perubahan yaitu:

a. Pejabat Penandatangan, baik pada Pejabat Tinggi Madya maupun Pejabat
Tinggi Pratama;

Anggaran;

Penambahan sub-Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dikarenakan perubahan pada
Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU;

ilai IKK secara keseluruhan dan sub-Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Terkait
setiap Perubahan PK mengalami perubahan Nilai IKK dan Sub-IKK.

oo
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Secara rinci kronologi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dapat ditabelkan sebagai

berikut:
Tabel 2.2.6 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat |
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA PK PK PK PK
KEGIATAN Awal | Revisil  Revisill Akhir
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU 2
Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan
Inspektorat |
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualttas Pengawasan
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | 79,00% 79,00% 76,30% 76,30%
|
1 Thlal Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP 91,00 91,00 95,00 95,00
nspekiorat |
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
3 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat | 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan | 65,00% 65,00% ; 0
4 dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspekforat | 73,00% TH 0%
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | 100% 100% 100% 100%
Nilai SAKIP Inspektorat | A A A A
80.00 80.00 82.00 82.00
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 | Level4 Level 4 Level 4 Level 4
Inspektorat | 75,00 75,00 75,00 75,00
8 Transformasi Digital Inspektorat | - - 30,00 30,00
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat | - - 40,00 40,00
Anggaran Rp2.041.420.000 Rp3.406.263.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat | TA 2025

2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi
atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit
Eselon Il Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan
dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian
internal, data hasil pemantauan dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan
Tindak Lanjut. Pengukuran terhadap indikator kinerja yang disajikan pada tabel tersebut
diatas poin 2.2 sebagai berikut:

% Nilai Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat |

1 % Tingkat Kualitas Pengawasan :
Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat |
Rencana Bulan Desember : ((95,00*20) + (85,00*20) + (85*20) + (73*15) + (20*5) + (82,00%5) +

+(3075) + (4075)) / 100) = 76,30%
© ((94,97720) + (100,00*20) + (53,70*20) + (83,06*15) +
(86,43*5) + (72,88*5) + (50,61*5)) / 100) = 78,97%

(75,00*5)

Aksi Bulan Desember (20*5) + (85,61*5) +

2 Nilai Hasil Telaah Sejawat : Nilai hasil telaah sejawat Inspektorat | Tahun 2025
Internal Proses AREPP
Inspektorat |

Rencana Bulan Desember
Aksi Bulan Desember

Tingkat pelaksanaan
pengawasan di Inspektorat |
Rencana Bulan Desember

;95,00
: 9497

. Perbandingan realisasi antara jumlah audit yang dilaksanakan terhadap
rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

: ((50*100,00%)+(50*100,00%))= 100,00%

((50*100,00%)+(50*100,00%))= 100,00%
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4 Tingkat penanganan pengaduan

di Inspektorat |

Rencana Bulan Desember
Aksi Bulan Desember

Tingkat Rekomendasi Laporan
Hasil Pengawasan &
Pemeriksaan yang Ditindaklanjufi
di Inspektorat |

Rencana Bulan Desember
Aksi Bulan Desember

Tingkat Perencanaan UPKPT
Inspektorat |

Rencana Bulan Desember

Aksi Bulan Desember

Predikat SAKIP Inspektorat |
Rencana Bulan Desember
Aksi Bulan Desember

Transformasi Digital Inspektorat |
Rencana Bulan Desember
Aksi Bulan Desember

Tingkat
Kearsipan Inspektorat |

Rencana Bulan Desember
Aksi Bulan Desember

Kualitas Pengelolaan :

: Pengaduan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah

pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan
pengaduan. (SPT: 25%; Konsep LHADTT: 50% dan LHADTT & SP: 100%)

: 85%
1 53,70%

Dari jumlah 27 pengaduan yang diterima, telah terdapat 11 pengaduan yang
sudah terbit laporan hasil pengawasannya, 9 pengaduan masih dalam proses
ADTT dan 7 pengaduan yang masih belum diproses.

: Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan

Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah
tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi LHP BPK (25%), BPKP
(25%), dan Itien PUPR (50%) dengan sumber data dari Bagian Pemantauan
dan Evaluasi TLHP, Sekretariat Itien. Direncanakan permintaan data pada
Bulan Juli, Target sesuai PK 2025 adalah 65%, namun target perbulan dibuat
meningkat bertahap setiap 3 bulan sekali.

1 73%
 ((25%*(1219/1617))+(25%*(4040/4561))+(50%*(2638/3135)))*100
: 83,06%

. Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat |

yang disusun tepat waktu

: 0%
1 100%

. Diperoleh dari Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat |
. 82
. 85,61 berdasarkan Surat Inspektur IV Nomor PW0204-1d/53 Tanggal 05 Juni

2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Inspektorat | TA 2024

. Diperolen dari Nilai Transformasi Digital Inspektorat .
. 30
: 72,88 berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Nomor PA 0101-

Sd/1090 tanggal 01 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan
Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun
2025

Diperoleh dari nilai Audit Kearsipan yang diselenggarakan oleh Biro Umum
dan Inspektorat Jenderal dengan pembina ANRI (Arsip Nasional Republik
Indonesia)

: 40
: 50,61

2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan Dalam Pemenuhan Target Renstra

2.41 Reviu Capaian Target Renstra

Reviu atas capaian target Renstra diperlukan agar dapat dijadikan pedoman dalam
menetapkan target kinerja untuk periode/Tahun berikutnya. Pada tabel 2.4.1 akan
dijabarkan terkait reviu capaian target Renstra Inspektorat I
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Tabel 2.4.1 Tabel capaian IKK dibandingan dengan Target sesuai Draft Renstra ltjen

No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja | Satuan 2025 Cavalan
Kegiatan Target Aksi P
2.1 | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: % 76,30 77,97 102,19
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan
Keuangan di Wilayah Pengawasan
Inspektorat |
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal | Nilai 95 94,97*
Proses AREPP Inspektorat | (20%)
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di % 85,00 100
Inspektorat | (20%)
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di % 85,00 53,70
Inspektorat | (20%)
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil % 73,00 83,06
Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat | (15%)
5. Tingkat  Perencanaan  UPKPT % 100 100
Inspektorat | (5%)
6. Predikat SAKIP Inspektorat | (5%) Nilai A A
(Nilai 80) | (Nilai 85,61)
7. Tingkat Efekiivitas Penerapan MR | Nilai A A
UPR T-2 Inspektorat | (5%) (Nilai 75) | (Nilai 86,43)
8. Transformasi Digital Inspektorat || Nilai 40 72,88
(5%)
9. Tingkat  Kualitas Pengelolaan | Nilai 40 50,61
Kearsipan Inspektorat |
Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal, Excel IKK Inspektorat | dan BA QA TSI
Keterangan:
* . Terdapat perbedaan dengan Laporan Monev bulan Desember 2025,

dikarenakan nilai yang digunakan pada Laporan Kinerja merupakan Nilai
sesuai Berita Acara hasil QA oleh Tim TSI

Dari Tabel 2.4.1. diketahui bahwa pada Tahun 2025, Inspektorat | secara
keseluruhan berhasil memenuhi capaian target kinerja. Namun, terdapat beberapa
catatan sebagai berikut:

a. Nilai hasil telaah sejawat internal proses AREPP Inspektorat | belum melampui
dari target. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 1 (satu) Laporan Audit
TIK/SPBE yang belum selesai, padahal penyelesaian Laporan Audit TIK/SPBE
merupakan salah satu kriteria dalam penilaian Telaah Sejawat Internal. Selain
itu, juga karena penilaian tindak lanjut atas rekomendasi pada LHP melebihi
waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja. Penjelasan lebih lanjut
akan dijelaskan pada BAB llI;

b. Kegiatan Pengawasan di Inspektorat | memang secara capaian sudah 100%,
namun masih terdapat beberapa Laporan Hasil Pengawasan yang belum selesai
sampai melampui Tahun Anggaran berjalan. Penjelasan lebih lanjut akan
dijelaskan pada BAB llI;

c. Penanganan pengaduan di Inspektorat | pada Tahun 2025 cukup rendah. Hal ini
dikarenakan terdapat perubahan tata kelola penanganan pengaduan melalui
Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan

Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 28

November 2025, bahwa Inspektorat VI melakukan penilaian terhadap relevansi

pengaduan dan penanganan Penelitian Awal (Litwal) dan ADTT dilakukan oleh

Inspektorat bidang masing-masing. Sehingga, berdampak banyaknya

Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan Desember

ak dapat ditangani oleh Inspektorat |. Dalam hal ini Inspektorat | akan
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2.4.2

berkomitmen untuk segera memproses pengaduan yang dimaksud pada bulan
Januari 2026. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB III;

d. Persentase penanganan tindak lanjut rekomendasi Laporan hasil pengawasan
berhasil melampui target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Kedepannya,
Subbagian Tata Usaha akan selalu memonitoring tindak lanjut Laporan Hasil
Pengawasan agar auditor dapat mendorong auditi menindaklanjuti rekomendasi
yang telah disampaikan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB IlI;

e. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | telah mencapai target, mengingat
penyusunan PKPT telah dilaksanakan di Balai Teknik Air Minum tanggal 1
Oktober 2025 s.d. 4 Oktober 2025;

f. Predikat SAKIP Inspektorat | telah melampui target berdasarkan Surat Inspektur
IV Nomor PW0204-Id/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat | TA 2024 yaitu
sebesar 85,61;

g. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat | telah melampui target
berdasarkan Hasil Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Inspektorat |
berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Pimpinan UKI
Nomor PW0204-Is/448 Tanggal 07 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat
Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat | Tahun Anggaran
2024 yaitu sebesar 86,43;

h. Nilai Tranformasi Digital Inspektorat | telah melampui target sesuai dengan Surat
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Nomor PA
0101-Sd/1090 tanggal 01 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian
dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun 2025 yaitu 72,88 dan mendapat Predikat "Sudah Transformasi Digital”;

i. Nilai Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat | telah melampui target
yaitu senilai 50,61.
Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat |

Berikut merupakan target kinerja pada Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja
Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat |:

Tabel 2.4.2 Target Kinerja sesuai dengan Renstra Inspektorat |

TARGET
?(I;g?ABI'wa KEGI:'?:S]E?#IPSUQT?I?IEIAI?ATOR ALY 2025 | 2026 | 2027 | 2028 = 2029 ok
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT JENDERAL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT |
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU

SASARAN KEGIATAN 1.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan
Inspektorat |

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase % 76,30 | 78,62 | 80,93 | 83,23 | 8554 | 8554
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |

1 |[Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal| Nilai | 95,00 | 9520 | 9540 | 9550 | 9570 | 9570
proses AREPP Inspektorat |

2 |Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di % 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00
Inspektorat |

3 |Tingkat Penanganan Pengaduan di % 85,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 93,00
Inspektorat |

4 |Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil % 73,00 | 7350 | 74,00 | 7450 | 7500 | 7500
Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat |

5 | Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat % 100,00 ( 100,00 | 100,00 100,00 100,00 | 100,00
|

Predikat SAKIP Inspektorat | Kategori A A A A A
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PROGRAM/ PROGRAM/SASARAN

| | TARGET
KEGIATAN  KEGIATANIOUTPUT/INDIKATOR ~ SATUAN o oos | 2027 2028

Tingkat Efeklivitas Penerapan MR UPR |  Nilai ‘ Level 4
T-2 Inspekforat |

7500 | 76,00 | 77,00 | 7800 | 79,00 | 79,00
8 | Transformasi Digital Inspektorat | Nilai 30,00 | 35,00 [ 40,00 | 4500 | 50,00 | 50,00
9 [Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan| Nilai 40,00 | 45,00 | 50,00 | 5500 | 60,00 | 60,00

Inspektorat |
Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal TA 2025

Berikut merupakan sandingan Target Kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat |
dengan Perjanjian Kinerja Inspektur | (PK Akhir):

Tabel 2.4.3 Sandingan target kinerja pada Perubahan Renstra Inspektorat | dengan PK Akhir Tahun

2025
" - . Target Tahun 2025
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Renstra Insp.1 PK 2025
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan 76,30 76,30
di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Nilai 95,00 95,00
AREPP Inspekforat |
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat % 85,00 85,00
|
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat | % 85,00 85,00
4. Tingkat  Rekomendasi  Laporan  Hasil % 73,00 73,00
Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat |
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | % 100 100
6. Predikat SAKIP Inspektorat | Kategori A A
82,00 82,00
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 | Nilai Level 4 Level 4
Inspektorat | 75,00 75,00
8. Transformasi Digital Inspektorat | Nilai 30,00 30,00
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Nilai 40,00 40,00
Inspektorat |

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal dan Perjanjian Kinerja Inspektorat | TA 2025

Atas hal tersebut diatas, sandingan target kinerja yang disajikan pada Tahun 2025
dapat terlihat bahwa tidak terdapat perubahan baik pada Draft Rensta Inspektorat
Jenderal dengan PK Akhir Inspektorat | Tahun 2025.
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LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT | T.A. 2025

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja - Capaian Kinerja Unit Kerja - Analisis
Perbandingan Kinerja - Analisis Realisasi Anggaran - Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Inspektorat | TA 2024 Nomor PW.0204-1d/53 tanggal 05 Juni 2025, diperoleh kesimpulan
bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat |, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Tahun Anggaran 2024 dikategorikan A (Memuaskan) dengan nilai 85,61, ditandai dengan
mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level subkoordinator.

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP
untuk dapat meningkatkan implementasi AKIP Inspektorat |. Terhadap catatan dan
rekomendasi tersebut, Inspektorat | telah melakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Tindaklanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP

No.

Komponen

Perencanaan

Rekomendasi

Mendokumentasikan rapat

ULEVERENRCEIEL R IELULED

Telah terdapat dokumentasi rapat pada

dan telah direviu secara berjenjang

Kinerja pembahasan atas setiap kegiatan | setiap kegiatan Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja (dokumentasi
berupa undangan rapat, notulensi, dan
daftar hadir)
2 | Pengukuran - -
Kinerja
3 | Pelaporan a. Menjaga konsistensi penyampaian | Laporan Kinerja telah direviu secara
Kinerja Laporan Kinerja secara tepat waktu | berjenjang mulai pada hari Rabu, 14

Januari 2026 dan direncanakan terbit
pada tanggal 15 Januari 2026.

b. Menyusun Laporan Kinerja sesuai
surat dari Kepala BPIW nomor
PW0204-Kw/159,  tanggal 17
Desember 2024

Penyusunan Laporan Kinerja
Inspektorat | Tahun 2025 telah sesuai
Pedoman yang tercantum dalam Surat
Kepala BPIW Nomor PW0204-Kw/144
tanggal 27 November 2025 Hal
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun
2025

c. Menyajikan capaian kinerja pada
Laporan Kinerja sebagai yang
disertai analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan realisasi
kinerja entitas lainnya dengan
menggunakan perhitungan kinerja
menyeluruh di Bulan Desember

Telah dilakukan evaluasi dan analisis
atas realisasi kinerja entitas lainnya
(Inspektorat )} menggunakan
perhitungan kinerja menyeluruh di
bulan Desember 2025

d. Menyajikan Laporan Kinerja yang
memuat efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai
kinerja

Laporan Kinerja telah memuat efisiensi
atas penggunaan sumber daya dalam
mencapai kinerja sesuai dengan PMK
No. 22 Tahun 2021 pada subbab 3.5

e. Berupaya menyiapan strategi dalam
meningkatkan capaian kinerja di
Tahun berikutnya.

Telah disiapkan strategi sebagai upaya
meningkatkan capaian kinerja di Tahun
berikutnya pada sub-bab 3.2 dan anak-
anaknya

28

.
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No. Komponen Rekomendasi Upaya yang telah Dilakukan
4 | Evaluasi a. Melakukan identifikasi penyebab | Telah dilakukan identifikasi penyebab
Akuntabilitas penurunan kinerja dari Tahun | penurunan  kinerja  dari  Tahun
Kinerja Internal sebelumnya dan tindakan perbaikan | sebelumnya dan upaya perbaikan
untuk upaya peningkatan pada | pada Tahun berikutnya yang dituliskan
Tahun berikutnya; pada sub bab 3.3.
b. Menindaklanjuti rekomendasi | Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi Tahun | Tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
sebelumnya.

Sumber: LHE AKIP pada Inspektorat | TA 2024 dan analisis pribadi (2026)

3.2 Capaian Kinerja Inspektorat |
Tabel berikut merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025:
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat | TA. 2025

REALISASI (%)

INDIKATOR KINERJA / TARGET

SASARAN | aARA PENGUKURAN 2025

TRIWULAN 1l
TRIWULAN IV

=
Sell =
2 ==
s =
-

Tingkat Kualitas

Pengawasan Kinerja & o 0 0
Keuangan di Wilayah 8,304 B/ (41,835 1 97%

Pengawasan Inspektorat |

1. Nilai Hasil Telaah
Sejawat Intern Proses | 20% 95 0,00 | 0,00 0,00 95,06 | 94,97*

AREPP Inspektorat |
2. Tingkat Pelaksanaan

Pengawasan di | 20% 85% 18,66 | 40,38 | 58,88 100 100
Inspektorat |
3.Tingkat Penanganan
Pengaduan di | 20% 85% 37,5 | 85,00 | 71,43 53,70 53,70
Meningkatnya| Inspektorat|
Kualitas 4.Tingkat Rekomendasi
Egnga:nwasa: Laporan Hasil
nerja dam - Pengawasan &1 15% | 73% | 8341|8144 | 86,88 | 83,06 | 83,06
Keuangan di  pgmeriksaan yang ; ’ ' ' ' : ;
Wilayah Ditindaklanjuti di
Pengawasan Inspektorat |
inspoktorti 5.Tingkat Perencanaan
' 5% 100% 0 0 0 100 100
UPKPT Inspektorat | ° °
6. Predikat SAKIP | 5% A
Bl (Nilai | 80.05 | 85,61 | 8561 | 8561 | 8561
82)
7.Tingkat Efektivitas | 5% | Level 4
Penerapan MR UPR T-2 (Nilai | 69,47 | 86,41 | 86,41 | 86,41 | 86,41
Inspektorat | 75)
8. Transformasi Digital | 5% 30 0,00 | 0,00 0 72,88 72,88
Inspektorat |
9.Tingkat Kualitas | 5%
Pengelolaan  Kearsipan 40 0,00 | 0,00 0 50,61 | 50,61
Inspektorat |

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan dan analisis pribadi (2026)

Keterangan:
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* Terdapat perbedaan dengan Laporan Monev bulan Desember 2025, dikarenakan
nilai yang digunakan pada Laporan Kinerja merupakan Nilai sesuai Berita Acara

hasil QA oleh Tim TSI

Berdasarkan data di atas, realisasi IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja
dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | telah mencapai target Tahun 2025.
Berikut adalah analisis untuk IKK 1.1:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat |

Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP (Nilai tingkat kesesuaian dengan
standar sesuai dengan BA QA TSI: 94,97%)
2. Persentase Pengawasan di Inspektorat |

Persentase Pengawasan di Inspektorat |, diperoleh dari jumlah perbandingan antara
jumlah target laporan hasil pengawasan sebanyak 252 LHP dengan realisasi sebanyak
226 LHP (>100%), sehingga pencapaian kinerja telah berhasil dengan pembulatan
100%.

3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat |

Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat |, diperoleh dari jumlah pengaduan yang
diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan setiap tahapan dalam
menuntaskan pengaduan yang dimaksudkan. Pada awal Tahun 2025 Pengelolaan
Pengaduan di Inspektorat Jenderal berdasarkan SE Irjen Nomor 06/SE/1j/2024 tentang
Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
Penilaiannya pengaduan berdasarkan Surat Edaran tersebut menggunakan presentase
yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Terbit SPTADTT 1 25%

b) Konsep Laporan ADTT :50%

c) Laporan ADTT terbit : 100%

Pada akhir 2025, penanganan pengaduan di Inspektorat Jenderal mengalami perubahan
sesuai berdasarkan SE Irjen Nomor 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Atas hal tersebut terdapat
perubahan persentase perhitungan Penanganan Pengaduan di Inspektorat | yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a) Apabila pengaduan tidak terbukti:

1) Terbit SPA 1 25%

2) Penyusunan Laporan Telaah Staf : 100%

b) Apabila pengaduan terbukti:

1) Terbit SPA : 25%
2) Penyusunan LHA Litwal + ND Usulan Tim ADTT : 50%
3) Konsep Laporan ADTT : 75%
4) Laporan ADTT Terbit :100%

Total Pengaduan sampai Bulan Desember sebanyak 27 pengaduan dan telah terdapat
11 pengaduan yang sudah terbit laporan hasil pengawasannya, 9 pengaduan masih
dalam proses ADTT dan 7 pengaduan yang masih belum diproses. Atas pengaduan yang
masih dalam proses ADTT maupun yang belum diproses, Inspektorat | berkomitmen
untuk menindaklanjuti dalam bulan Januari 2026.

4, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat |

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan, diperoleh dari
perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun
internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi
pada LHA yang telah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

a) Rekomendasi BPK : 75,39% (1219/1617);

b) Rekomendasi BPKP : 88,58% (4040/4561) ;
asi ltjen : 84,15% (2638/3135);
£0)+(25%*41,14%)+(50%*92,78%)) = 83,06%.
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Atas hal tersebut realisasi kinerja mencapai 83,06% dari target rencana sebesar 73,00%,
sehingga memiliki deviasi positif senilai 10,06%.

5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat |, diperoleh dari Tingkat pemenuhan Dokumen
UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat | yang disusun tepat waktu. Penyusunan
dokumen UPKPT telah dilaksanakan secara bersama — bersama sebelum penetapan
Pagu Anggaran pada tanggal 01 s.d. 04 Oktober 2025 di Balai Teknik Air Minum;

6. Predikat SAKIP Inspektorat |, diperoleh berdasarkan berdasarkan Surat Inspektur IV
Nomor PW0204-1d/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat | TA 2024 yaitu sebesar 85,61;

7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |, diperolen Hasil Evaluasi
Efektivitas Manajemen Risiko Inspektorat | berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat
Jenderal sebagai Pimpinan UKl Nomor PWO0204-1s/448 Tanggal 07 Mei 2025 Hal
Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2
Inspektorat | Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 86,43;

8. Nilai Transformasi Digital Inspektorat |, diperoleh dari Surat Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Nomor PA 0101-Sd/1090 tanggal 01 Desember
2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 yaitu 72,88 dan mendapat Predikat "Sudah
Transformasi Digital”;

9. Nilai Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat |, diperoleh dari Hasil Audit
Kearsipan yang di-inisiasi oleh Biro Umum dan Inspektorat Jenderal.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP
Inspektorat |

Penilaian Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP pada Inspektorat | sebesar
94,97, yang dimana hasil tersebut merupakan hasil setelah dilaksanakan Quality
Assurance (QA) oleh Tim QA Inspektorat Jenderal.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Telah dilakukan Telaah Sejawat Antar Korwas pada Semester | dan Semester |,
sehingga pelaksanaan Audit telah sesuai dengan SE Irjen Nomor 01/SE/Ij/2024
tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Faktor Penghambat.

1. Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang
tertuang pada Laporan Hasil Audit;

2. Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan
pada LHP yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan ADTT diterima;

3. Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan
SPBE;

4. Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam
proses penyusunan laporan.

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat | dari T.A.

2025
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses 2025 95 94,97 99,97%
AREPP Inspektorat |

Sumber: BA QA TSI 2025 (2026)
Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

1. Memberikan pelatihan kepada Auditor yang belum memiliki sertifikasi Teknik
Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Evaluasi TIK;

2. Melakukan penyesuaian waktu/jadwal pelaksanaan terhadap Audit TIK/SPBE,

laporannya tidak sampai melebihi Tahun berjalan;
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3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi temuan setelah
terbit-nya LHA,;
4. Memonitoring tindak lanjut agar baik auditi dan auditor melakukan tindak lanjut

dan penilaian dalam rentang 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

3.2.2 Analisis Capalan Klnerja Pengawasan di Inspektorat I

’ ; : Kegiatan
! ADTT
Pemtak OP
di Papua
Barat

Reviu Pembayaran

kegiatan Inpres 2 Tahun
2025

AKBR pada SNVT
Bendungan BWS
Sulawesi Il Gorontalo
Gambar 3.2.1 Salah satu kegiatan pelaksanaan AREPP
Sumber: Dokumentasi Tim Audit (2025)

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2025, pada laporan ini disajikan pula
capaian capaian Output Kegiatan (OK) Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada

tabel dibawah ini:
Tabel 3.2.3 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2025

Program /Kegiatan/Output/ Realisasi Satuan % Terhadap
Suboutput/Komponen 2025 Target

Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pembangunan
Infrastruktur Bidang PUPR
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o
Kode % Terhadap

Target

Program /Kegiatan/Output/ Target | Realisasi
Suboutput/Komponen 2025 2025

Layanan Manajemen Kinerja |
7754.EBD Internal (Dokumen, Layanan, 241 274 Laporan 100%
Laporan, Rekomendasi)

‘ Satuan

7754.EBD. |Layanan Pengawasan Bidang i
011. Pengawasan Sumber Daya Air 206 —ry e Rk
051.A Pelaksa_maan Audit Bidang Sumber 32 42 Laporan 131,25%
Daya Air
Pelaksanaan Evaluasi Bidang .
052.A Sumber Daya Alr 10 10 Laporan 100,00%
053.A Pelaksanaan P_emantauan Bidang 96 70 Laporan 72.92%
Sumber Daya Air
054.A Pelaksgnaan Reviu Bidang Sumber 40 87 Laporan 217.5%
Daya Air
Pelaksanaan Pengawasan Lainnya =
055.A Bidang Sumber Daya Air 10 5 Laporan 50,00%
Penyusunan Program Kerja 5
036 Pengawasan Tahunan Inspektorat | 1 L LARATEN 1007
056.8 Rencana dan Evaluasi Kinerja di 14 15 Laporan 107,14%
Inspektorat |
Penyelenggaraan SPIP dan o
058.0 Manajemen Risiko di Inspektorat | & . iy 188,00%
Layanan Kepegawaian dan Umum 6
056.D di Inspektorat | 1 3 Laporan 300,00%
7754.EBD Layanan Audit Dengan Tujuan
O:I 2 * |Tertentu Bidang Sumber Daya 19 16 Laporan 84,21%
Air
Pelaksanaan Pengawasan Audit
051.A Dengan Tujuan Tertentu Bidang 19 16 Laporan
Sumber Daya Air
7754.EBD. |Layanan Audit Kinerja Bidang o
013 Sumber Daya Alr 1 1 Laporan 100,00%
Pelaksanaan Pengawasan Audit
Dal.A Kinerja Bidang Sumber Daya Air 1l 1 Leparan
7754.EBD. |Layanan Reviu RKA-K/L Bidang i
014 Sumber Daya Air 2 2 Laporan 100,00%
Pelaksanaan Pengawasan Reviu
53R RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air 2 2 Laparan
Layanan Reviu Laporan
7753%'::130' Keuangan Bidang Sumber Daya 3 10 Laporan 333,33%
Air
Pelaksanaan Pengawasan Reviu
051.A Laporan Keuangan Bidang Sumber 3 10 Laporan
Daya Air

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Rincian atas output program pengawasan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan
Pengawasan Lainnya terdapat pada LAMPIRAN

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target Tingkat
Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:
a. Faktor Eksternal

1) Adanya kebijakan dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;

2) Tercapainya Level 4 IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum;
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3) Peran serta BPK dan BPKP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air.

b. Faktor Internal

1) Peningkatan kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai
dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga para pegawai mampu
memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal,

2) Menggunakan sistem manajemen yang mengedepankan skala prioritas dan
teknologi yang tepat membantu Inspektorat | dalam melaksanakan tugasnya
dengan lebih efektif dan efisien sehingga proses pengawasan dan pelaporan
dapat dilakukan secara terintegrasi dan akurat;

3) Kolaborasi yang baik dengan Direktorat Kepatuhan Intern dan Unit Pembina
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Inspektorat bidang lain dalam
peningkatan pengawasan;

4) Kontribusi aktif Inspektur |, Auditor dan Subbagian Tata Usaha dalam hal
melakukan perbaikan tata kelola di Inspektorat I.

Namun, terdapat beberapa indikator kinerja dan output program yang gagal tercapai
antara lain:

a. Output pemantauan masih belum mencapai target, dimana realisasi laporan
hanya 70 Laporan dari target 96 laporan. Hal ini disebabkan rendahnya auditi
untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh
Auditor. Kedepannya, Inspektorat | akan mendorong auditi untuk segera
melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan;

b. Output pelaksanaan Pengawasan Lainnya masih belum mencapai target,
dimana realisasi laporan hanya 5 laporan dari target 10 laporan. Hal ini
disebabkan belum dilaksanakannya beberapa kegiatan yang tercantum pada
PKPT mengingat keterbatasan waktu dan kesulitan transportasi menuju lokasi
kegiatan Pengawasan Lainnya (Pendampingan Wanam, terkait Inpres 14 Tahun
2025);

c. Output pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu masih belum mencapai
target, dimana realisasi laporan hanya 16 laporan dari 19 laporan. Hal ini
disebabkan masih terdapat laporan ADTT yang masih dalam proses
penyusunan laporan atau masih dalam proses reviu berjenjang. Inspektorat |
berkomitmen untuk mendorong penyelesaian Laporan.

Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat | dari T.A. 2025

Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Persentase Pengawasan di Insepktorat | 2025 226 253 111,95%
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)
Jumlah target dan capaian yang tercantum pada Tabel 3.2.4. merupakan
penjumlahan dari:

Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air;
Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air;
Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air;
Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air;
Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air;
Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya
Air;
g. Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air;
. Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air;
i. Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air.
yang didapatkan dari Tabel 3.2.3.

kNN EE

Diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat | di bidang pengawasan pada TA 2025
lebihi 100%, namun hal itu dikarenakan terdapat akumulasi perhitungan dari
engawasan yang lain yang ikut terakumulasi pada kegiatan
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pengawasan di Inspektorat |. Kedepannya, Inspektorat | tidak hanya berfokus pada
capaian output kegiatan pengawasan saja, namun juga berfokus pada output dari
masing-masing jenis kegiatan pengawasan.

Terdapat beberapa fakior yang mendukung kegagalan tercapainya jumlah output
Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:
a. Faktor Internal

1) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang
menjadi prioritas kegiatan pengawasan;,

2) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.

b. Faktor Eksternal

1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang
menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun
2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada
Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan
Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh
transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal
penerbangan menuju Wanam, Distrik llwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi
Papua Selatan.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

a. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih
cermat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan dalam PKPT ataupun
kegiatan mandratory;

b. Mendorong percepatan penyelesaian Laporan Hasil Audit agar dapat selesai
tepat waktu.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat .

Capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat | sebesar 53,70% dari target
capaian 85%. Terdapat deviasi negatif sebesar 31,30% atas tingkat penanganan
pengaduan. Berikut merupakan tabel rincian jumlah pengaduan setiap bulan
sepanjang Tahun 2025:

Tabel 3.2.5 Persebaran pengaduan pada Inspektorat | sepanjang Tahun 2025
(per 31 Desember 2025)

No. Bulan Jumlah JumlahND Jumlah SPT  Jumlah  JumlahSP ~ Realisasi
Pengaduan Pengantar ADTTyang Konsep dan

yang LHADTT Diterbitkan = LHADTT LHADTT
Diterima yang yang yang :
Diterima Disusun  Diterbitkan

1. Januari 0 0 0 0 0 30,00%*
2. Februari 4 4 1 1 0 12,50%
3. Maret 4 4 3 3 0 37,50%
4. | April 4 4 4 3 2 68,75%
5. Mei 4 4 4 4 2 75,00%
6. | Juni 5 5 5 4 4 85,00%
7. | Juli 5 5 5 5 4 90,00%
8. | Agustus 5 5 5 5 5 100,00%
9. September 6 5 5 D 5 83,33%
10. | Oktober 6 6 6 6 6 100%
11. | November 11 11 7 6 6 59,09%**
12. | Desember 27 27 20 16 1 53,70%***
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)
Keterangan:

*

Karena belum ada pengaduan yang diterima, sehingga pada bulan
Januari realisasi disamakan dengan target pada bulan tersebut.
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pengawasan di Inspektorat |. Kedepannya, Inspektorat | tidak hanya berfokus pada
capaian output kegiatan pengawasan saja, namun juga berfokus pada output dari
masing-masing jenis kegiatan pengawasan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung kegagalan tercapainya jumlah output
Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat | TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:
a. Faktor Internal

1) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang
menjadi prioritas kegiatan pengawasan;

2) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.

b. Faktor Eksternal

1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang
menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun
2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada
Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan
Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional,

2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh
transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal
penerbangan menuju Wanam, Distrik llwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi
Papua Selatan.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

a. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih
cermat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan dalam PKPT ataupun
kegiatan mandratory,

b. Mendorong percepatan penyelesaian Laporan Hasil Audit agar dapat selesai
tepat waktu.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I.

Capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat | sebesar 53,70% dari target
capaian 85%. Terdapat deviasi negatif sebesar 31,30% atas tingkat penanganan
pengaduan. Berikut merupakan tabel rincian jumlah pengaduan setiap bulan
sepanjang Tahun 2025:

Tabel 3.2.5 Persebaran pengaduan pada Inspektorat | sepanjang Tahun 2025
(per 31 Desember 2025)

Bulan Jumlah JumlahND Jumlah SPT  Jumlah  JumlahSP  Realisasi
Pengaduan  Pengantar ADTTyang Konsep dan

yang LHADTT Diterbitkan ~ LHADTT LHADTT
Diterima VELD] yang yang
Diterima Disusun  Diterbitkan

1. | Januari 0 0 0 0 0 30,00%*
2. | Februari 4 4 1 1 0 12,50%
3. | Maret 4 4 3 3 0 37,50%
4. | April 4 4 4 3 2 68,75%
5. | Mei 4 4 4 4 2 75,00%
6. | Juni 5 5 5 4 4 85,00%
7. | Juli 5 5 5 5 4 90,00%
8. | Agustus 5 5 5 5 5 100,00%
9. | September 6 5 5 5 5 83,33%
10. | Oktober 6 6 6 6 6 100%
11. | November 1 11 7 6 6 59,09%**
12. | Desember 27 27 20 16 1 53,70%***
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Keterangan:

*

Karena belum ada pengaduan yang diterima, sehingga pada bulan
Januari realisasi disamakan dengan target pada bulan tersebut.
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e Terdapat keterlambatan dalam menginput data pengaduan sehingga

jumlah pengaduan yang diterima pada bulan November mengalami
peningkatan yang tajam, dan realisasi tindak lanjut pengaduan menjadi
turun.
Terdapat penambahan pengaduan sebanyak 16 pengaduan pada bulan
Desember yang menyebabkan realisasi penanganan pengaduan tidak
mencapai target.

Dari data diatas diketahui bahwa terdapat 27 pengaduan yang diterima, telah
terdapat 11 pengaduan yang sudah terbit laporan hasil pengawasannya, 9
pengaduan masih dalam proses ADTT dan 7 pengaduan yang masih belum
diproses.

Analisis Faktor Pendukung Kegagalan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan kegagalan pencapaian target
penyelesaian pengaduan di Inspektorat | antara lain:

a. Faktor Internal:
Banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan
Desember 2025, sehingga tidak dapat ditangani oleh Inspektorat I. Hal ini
dikarenakan terbitnya SE Irjen No. 02/SE/Ijf2025 tentang Pengelolaan
Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Faktor Eksternal:
Banyaknya penugasan direktif presiden maupun menteri pada pertengahan
Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan.

*kk

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
pengaduan di Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal:
Peran aktif dari Inspektur, Auditor dan Subbagian Tata Usaha Inspektorat | dalam
mengelola pengaduan demi mendorong pencapaian kinerja penanganan
pengaduan di Inspektorat I.

b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan
pencapaian realisasi pengaduan di Inspektorat |

Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat |
T.A. 2025
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Tingkat  penanganan  pengaduan  di 2025 85 53,70 63,18%

Inspektorat |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat | pada Tahun 2025, sebesar
63,18. Selain akibat banyaknya pengaduan menjelang akhir Tahun, perubahan
dasar hukum terkait pengelolaan pengaduan di Inspektorat Jenderal juga turut
menjadi faktor capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat | tidak dapat
100%.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

a. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih
cermat;

b. Lebih aktif dalam memetakan pengerjaan pengaduan sehingga bisa tertangani
secara merata dan lebih cepat.
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3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan &
Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat |

Capaian kinerja tingkat Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan &

Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat | telah melampui target yang
ditetapkan.

Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat | dari T.A. 2025

Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil 2025 73% 83,06% 102,67%

Pengawasan & Pemeriksaan  yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal:
Inisiasi Inspektorat Jenderal dalam melakukan Percepatan Penyelesaian Tindak
Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan baik kegiatan di Kantor atau
kegiatan di luar kantor

b. Faktor Eksternal, yaitu kerja sama antar lembaga dengan baik yaitu BPK yang
turut mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu agar
Auditor lebih aktif dalam mendorong auditi untuk melakukan percepatan tindak lanjut
rekomendasi atas temuan Laporan Hasil Pengawasan;

3.2.5 Analisis Capaian Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat |

Capaian Kinerja Tingkat Perencanaan UPKPT di Inspektorat | telah mencapai target.
Penyusunan UPKPT Inspektorat | sendiri sesuai dengan Undangan Sekretaris
Inspektorat Jenderal Nomor UMO0102-Is/1001 tanggal 26 September 2025 hal
Undangan, telah dilaksanakan dari tanggal 29 September s.d. 04 Oktober 2025 di
Ruang Lantai 14 Inspektorat Jenderal dan Balai Teknik Air Minum di Bekasi, Jawa
Barat.
Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat | dari T.A. 2025
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Capaian Tingkat Perencanaan UPKPT 2025 100,00% | 100,00% 100,00%

Inspektorat |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal
Kolaborasi antara Auditor Inspektorat | dengan Direktorat Sistem dan Strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Kepatuhan Intern dalam menyusun
Perencanaan UPKPT di Inspektorat | secara akurat.

b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan
pencapaian tingkat perencanaan UPKPT Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu agar
sudah meminta data terkait program strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
pada Tahun berikutnya serta meminta data Manajemen Risiko untuk seluruh satuan
ja dibawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada jauh-jauh hari,
enyusunan UPKPT dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
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3.2.6 Analisis Capaian Predikat SAKIP Inspektorat |

Capaian Predikat SAKIP Inspektorat | telah melampui target. Capaian predikat
SAKIP Inspektorat | berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat | berdasarkan
Surat Inspektur IV Nomor PW0204-1d/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat | TA 2024.
Tabel 3.2.9 Capaian Kinerja Predikat SAKIP Inspektorat |
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)

Capaian Predikat SAKIP Inspektorat | 2025 82,00 85,61 104,40%
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
Capaian Predikat SAKIP Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal
1) Peran aktif Auditor dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk
mendorong keberhasilan capaian Kinerja Inspektorat |;
2) Peran aktif Subbagian Tata Usaha dalam melakukan monitoring dan
pengendalian IKK serta capaian output pengawasan.

b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan
pencapaian predikat SAKIP Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu
memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna Evaluasi SAKIP Tahun depan
sudah tersedia dan sudah dikelompokkan sehingga tidak perlu mencari-cari lagi.

3.2.7 Analisis Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |

Capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat | telah melampui
target. Capaian tersebut merupakan Hasil Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko
Inspektorat | berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Pimpinan
UKI Nomor PW0204-1s/448 Tanggal 07 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat
Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat | Tahun Anggaran
2024.
Tabel 3.2.10 Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)

Capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR 2025 75,00 86,43 115,24%

UPR T-2 Inspektorat |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
Capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal, yaitu Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh seluruh
pegawai di Inspektorat | dan peran Auditor bersama Personil Subbagian Tata
Usaha dalam pengendalian dan pemantauan terhadap profil Risiko yang telah
disusun oleh Inspektorat I.

b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan
pencapaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu
memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna Evaluasi Efektivitas MR
Tahun depan sudah tersedia dan sudah dikelompokkan sehingga tidak perlu
mencari-cari lagi.

3.2.8 Analisis Tingkat Transformasi Digital Inspektorat |

Capaian Tingkat Transformasi Digital Inspektorat | telah melampui target. Capaian
tersebut merupakan hasil Evaluasi Transformasi Digital yang dilakukan oleh
in dan hasilnya telah didistribusikan melalui Surat Kepala Pusat Data dan
rmasi, Sekretariat Jenderal Nomor PA 0101-Sd/1090 tanggal 01
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Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian
Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 yaitu 72,88 dan
mendapat Predikat "Sudah Transformasi Digital”.
Tabel 3.2.11 Capaian Kinerja Tingkat Transformasi Digital Inspektorat |
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Capaian Tingkat Transformasi Digital 2025 30,00 72,88 242,93%

Inspektorat |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
Transformasi Digital Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal, peran aktif pegawai di Inspektorat | dalam hal penggunaan
layanan yang sebelumnya menggunakan layanan cloud Google menjadi cloud
Microsoft;

b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan
pencapaian Transformasi Digital Inspektorat .

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu
memaksimalkan penggunaan Office365, baik penggunaan email atau Microsoft
meeting. Selain itu juga memaksimalkan penggunaan TNDE dan juga TTE.

3.2.9 Analisis Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat |

Capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat | telah melampui
target. Capaian tersebut merupakan hasil Audit Kearsipan yang dilakukan oleh Biro
Umum dan Inspektorat Jenderal.
Tabel 3.2.12 Capaian Kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat |
Indikator Kinerja Tahun Target | Capaian | Kinerja (%)
Capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan 2025 40,00 50,61 126,56%

Kearsipan Inspektorat |
Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi
Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat |, antara lain:

a. Faktor Internal, Pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspetorat | telah
mengacu Peraturan Menteri PU yang berlaku;

b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan
pencapaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

a. Mengadakan atau melakukan pembukaan inphasing Jabatan fungsional agar
Inspektorat | memiliki personil dengan jabatan fungsional arsiparis;
b. Melakukan pelatihan Kearsipan bersama ANRI maupun Biro Umum.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa
Tahun Terakhir

Pada subbab ini akan dijelaskan terkait realisasi kinerja dengan Tahun pelaporan
dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya dalam rentang periode renstra
berjalan. Namun, dikarenakan Tahun 2025 merupakan Tahun awal dalam rentang
periode renstra, maka analisis perbandingan kinerja dengan Tahun sebelumnya dan
tidak dapat dilakukan, karena parameter IKK yang digunakan berbeda. Perbedaan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 berikut:
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Tabel 3.3.1 Analisis perbandingan kinerja Inspektorat | dari Tahun 2024 s.d. 2025

2024 2025
No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
(%) (%)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: % 87 89 102,29 76,30 7781 102,19
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
1. | Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Nilai 90 94,96 105,51% 95 94,97 99,97%
Inspektorat |
2. | 2024: % 90 100 11,11% 85 100 117,64%
Persentase pengawasan di Inspektorat |
2025:
Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat |
3. | 2024: % 95 85 89,47% 85 53,70 63,18%
Tingkat penanganan pengaduan masyarakat
2025:
Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat |
4, | Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil % 65 72,92 112,18% 73 83,06 113,78
Pengawasan Inspektorat |
2024:
5. | Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap
Unit Organisasi yang diawasi:
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi % 95 95,48 100,51
Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh
Itien terhadap Hasil Evaluasi BPKP)
. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Nilai 4 3 15 -
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko % 85 100 117,65
2025:
5. | Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | Nilai 100 100 100%
6. | Predikat SAKIP Inspektorat | Nilai A 85 61 104,40%
(Nilai 82) :
7. | Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat | Nilai Level 4 86.41 115,21%
(Nilai 75) '
8. | Transformasi Digital Inspektorat | Nilai 30 72,88 242,93%
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat | Nilai 40 50,61 126,525%

Sumber: Analisis Pribadi (2026)
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3.3.2

Dari tabel diatas, diketahui bahwa walaupun terdapat perubahan pada sub-IKK,
capaian kinerja Inspektorat | mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2024.
Pada Tahun 2024, capaian kinerja Inspektorat | sebesar 102,29%, namun pada
Tahun 2025 capaian kinerja Inspektorat | sebesar 102,19%. Penurunan kinerja
tersebut didasari oleh:

a. Penurunan kinerja Penanganan Pengaduan di Inspektorat | (yoy, 89,47% >
63,18%);

b. Penurunan kinerja Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern (yoy, 99,97% > 105,51%).
Penyebab turunnya kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat | dikarenakan
terdapat perubahan dasar hukum dalam tata kelola pengaduan di Inspekiorat
Jenderal menjelang akhir Tahun. Selain itu, dikarenakan keterlambatan dalam
updating database pengaduan, sehingga data pengaduan yang masuk tidak up to
date.

Selain itu, turunnya kinerja Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan proses penilaian
tindak lanjut yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari
kerja dan belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK
dan SPBE.

Atas hal tersebut Inspektorat | akan berkomitmen untuk meningkatkan capaian
kinerja agar capaian kinerja Inspektorat | memiliki trend positif. Langkah-langkah
yang akan dilakukan oleh Inspektorat | yaitu:

a. Memberikan pelatihan kepada Auditor yang belum memiliki sertifikasi Teknik
Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Evaluasi TIK;

b. Melakukan penyesuaian waktu/jadwal pelaksanaan terhadap Audit TIK/SPBE,
agar pelaporannya tidak sampai melebihi Tahun berjalan;

c. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi temuan setelah
terbit-nya LHA;

d. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih
cermat;

e. Lebih aktif dalam memetakan pengerjaan pengaduan sehingga bisa tertangani
secara merata dan lebih cepat.

Analisis Perbandlngan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka
Menengah

Analisis perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka
menengah/renstra guna melihat apakah kinerja Inspektorat | sudah mencapai/butuh
perbaikan kedepannya. Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja dapat dilihat
sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Perbandingan Target Renstra dengan Inspektorat Jenderal dengan capaian kinerja
Inspektorat | Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025

Tingkat Tingkat ~kualitas 76,30

kualitas pengawasan di

pengawasan di | Inspektorat | (7959 | 76 | 84 | 93 | 89 | 77,97

Inspektorat |

102,29 | 102,19

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Inspektorat | selalu fluktuatif dalam 6 Tahun
terakhir, namun sudah melampui dari target yang direncanakan.
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Gambar 3.3.1 Grafik Capaian Kinerja Inspektorat |
Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Capaian Kinerja Inspektorat | paling tinggi berada pada Tahun 2020 yaitu sebesar
113,7%, dan paling rendah ada pada Tahun 2025 yaitu sebesar 102,19%. Namun,
pada Tahun 2025 menggunakan Renstra baru dan Indikator baru sehingga capaian
kinerja belum dapat maksimal.

Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (Benchmarking)

Perbandingan capaian kinerja Inspektorat | dengan Capaian Kinerja Inspektorat Il
dipilih pada bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Target Capaian Capaian
No | Program/Sasaran/Kegiatan/Output/indikator | Insp. | Insp. | Inspektorat |HSPE|'|“0|’at
| Il I
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan | 76,3 | 76,61 77,99% 86,82%
Kinerja dan Keuangan di Wilayah Penugasan
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses 95 94,5 95,06 94,95
AREPP Inspektorat |
2 | Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di| 85% | 85% 100% 93,02%
Inspektorat |
3 | Tingkat Penanganan Pengaduan di | 85% | 85% 53,70% 100%
Inspektorat |
4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil | 73% | 75,5% 83,06% 84,36%
Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti di Inspektorat |
5 | Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat | 100% | 100% 100% 100%
6 Predikat SAKIP Inspektorat | A A
(Nilai | (Nilai 85,61 80,80
82) 80,7)
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 4 4
Inspektorat | (Nilai | (Nilai 86,41 88,64
75) 77)
8 Transformasi Digital Inspektorat | 30 30 72,88 86,54
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan 40 40
Inspektorat | 50,61 55,48

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi bulan Desember 2025 Inspektorat Il dan Inspektorat |

Secara garis besar, baik Inspektorat | maupun Inspektorat Il telah mencapai target
yang ditetapkan untuk Tahun 2025. Namun, masih terdapat catatan sebagai berikut:

a. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat | masih
dibawah target yang direncanakan, sedangkan Inspektorat Il telah melampui
target yang ditetapkan;
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b. Capaian Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang
Ditindaklanjuti (83,06% < 84,36%), capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR
UPR T-2 (86,41 < 88,64), capaian Transformasi Digital (72,88 < 86,54) dan

capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (50,61 < 55,48) Inspektorat Il
lebih tinggi daripada capaian untuk indikator yang sama pada Inspektorat I;

c. Capaian Inspektorat | lebih tinggi dari pada Inspektorat || pada Indikator
Pelaksanaan Pengawasan (100% > 93,02%), dan Predikat SAKIP (85,61 >
80,80).

3.4 Analisis Realisasi Anggaran
Anggaran Inspektorat | mengalami perubahan selama Tahun 2025. Perubahan ini salah
satunya guna memenuhi capaian kinerja yang ditargetkan oleh Inspektorat |.

Secara rinci, perubahan antar pagu awal (semula) dan pagu akhir (menjadi) yang termuat
dalam PK Awal dan PK Revisi ada pada penjelasan sebagai berikut:

a. Rincian anggaran s.d. Bulan Juli 2025 (Revisi POK)

Tabel 3.4.1 Rincian anggaran s.d. Bulan Juli 2025 (Revisi POK)

No. Kode Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
Koordinasi  Kelembagaan dalam  Rangka 150.000.000
1 T754.AEC.001.051 Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air
Penyusunan Rancangan 50.000.000
2 7754.AFA.001.051 Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan
di Inspektorat |
3 7754.EBD.011.051 Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air 50.813.000
4 7754.EBD.011.052 Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air 50.000.000
5 7754.EBD.011.053 Eﬁlaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya 100.000.000
6 7754,.EBD.011.054 Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air 100.000.000
7 7754.EBD.011.055 Pelaksa}naan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber 198.595.000
Daya Air
8 7754.EBD.011.056 Dukungan Manajemen Bidang Sumber Daya Air 50.000.000
9 7754.EBD.012.051 ADTT Bidang Sumber Daya Air 391.957.000
10 7754.EBD.013.051 Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air 434.,928.000
1 7754,EBD.014.051 Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air 105.741.000
12 7754.EBD.0145.051 Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air 109.386.000

Sumber: Matriks anggaran Prorenkeu (2025)

Rincian anggaran dengan terakhir revisi pada tanggal 31 Desember 2024, dengan
kriteria revisi Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Pergeseran

anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama.
Tabel 3.4.2 Rincian anggaran Juli s.d. 31 Desember 2025

No. Kode Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
Koordinasi  Kelembagaan dalam  Rangka 130.952.000

1 TIAAELALEN Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air
Penyusunan Rancangan 16.680.000

2 7754.AFA.001.051 Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan
di Inspektorat |

3 7754.EBD.011.051 Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air 9.200.000

7754.EBD.011.052 Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air 6.625.000
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No. Kode Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)

5 7754.EBD.011.053 iﬁlaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya 13.530.000

6 7754.EBD.011.054 Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air 784.386.000
Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang 291.180.000

7 7754.EBD.011.055 Sumber Daya Air

8 7754.EBD.011.056 Dukungan Manajemen Bidang Sumber Daya Air 51.232.000

9 7754.EBD.012.051 ADTT Bidang Sumber Daya Air 1.445.495.000

10 7754.EBD.013.051 Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air 610.234.000

1 7754.EBD.014.051 Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air 41.804.000

12 7754.EBD.0145.051 Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air 4.945.000

Sumber: Matriks anggaran Prorenkeu (2025)
Berikut merupakan matriks perubahan anggaran beserta revisi-revisinya selama Tahun 2025:
Tabel 3.4.3 Matriks perubahan revisi anggaran di Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Februari DIPA Revisi ke- | 21 Februari | DS:8283-5817- | Tema Revisi:

1 2025 5133-6622 Revisi Administrasi

Mekanisme Revisi:

- Pembukaan blokir Hal IV.A
DIPA sebesar Rp
14.367.693.000

- Pencantuman Blokir
Penghematan/Efisiensi
sebesar Rp13.577.901.000
(Revisi  dalam  rangka
pelaksanaan anggaran TA
2025 dan pelaksanaan

kebijakan Efisiensi

Anggaran)
2 | Februari Satker Revisi | 24 Februari | DS:8283-5817- | Tema  Revisi:  Pergeseran
ke-1 2025 5133-6622 Anggaran dalam Hal Pagu

Anggaran Tetap

Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-

RO dalam KRO yang sama
3 | Maret Satker Revisi | 12 Maret | DS:8283-5817- | Tema  Revisi: ~ Pergeseran
ke-2 2025 5133-6622 Anggaran dalam Hal Pagu
Anggaran Tetap

Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
(dalam rangka...)

4 | Maret DIPA Revisi ke- | 17  Maret | DS:8283-5817- | Tema Reuvisi:

2 2025 5133-6622 Revisi Administrasi

Mekanisme Revisi:

Untuk update data OM SPAN
atas:

- Pemutakhiran POK

44




ALPU::

N EGERI
UNTUKRAKYAT

- Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen,
antar-RO dalam KRO yang
sama
5 | Maret DIPA Revisi ke- | 21 Maret | DS:8321-8205- | Tema Revisi:
3 2025 4845-8632 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi:
Pembukaan Blokir Halaman IV.A
DIPA sebesar
Rp4.916.139.000,00
(dalam rangka relaksasi buka
blokir anggaran untuk
pelaksanaan kebutuhan
minimum tugas dan fungsi dasar
Inspektorat Jenderal)
6 | April DIPA Revisi ke- | 24 April | DS:8321-8205- | Tema Revisi:
B 2025 4845-8632 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi:
- Pemutakhiran POK
- Perubahan Hal Ill DIPA
7 | Mei Satker Revisi | 8 Mei 2025 | DS:8321-8205- | Tema  Revisi: ~ Pergeseran
ke-3 4845-8632 Anggaran dalam Hal Pagu
Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
(dalam rangka penyelesaian
pagu minus dan pemenuhan
kegiatan percepatan TL BPK RI)
8 | Juli Satker Revisike | 10 Juli 2025 | DS:8321-8205- | Tema  Revisi:  Pergeseran
-4 4845-8632 Anggaran dalam Hal Pagu
Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
9 | Juli DIPA Revisi ke- | 11 Juli 2025 | DS:8321-8205- | Tema Revisi:
5 4845-8632 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi:
- Pemutakhiran POK
- Perubahan Hal Ill DIPA
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang samA
10 | Juli Satker Revisike | 24 Juli 2025 | DS:8321-8205- | Tema  Revisi:  Pergeseran
-5 4845-8632 Anggaran dalam Hal Pagu
Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
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(dalam rangka penyelesaian

pagu minus dan pemenuhan

kegiatan PRESTASI)
11 | Agustus DIPA Revisi ke- | 7 Agustus | DS:8321-8205- | Tema Revisi:
6 2025 4845-8632 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi:
- Pemutakhiran POK
- Perubahan Hal Ill DIPA
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang samA
12 | Agustus DIPA Revisi ke- | 12 Agustus | DS:6968-0701- | Tema Revisi:
' 2025 0166-8050 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi;
- Pembukaan Blokir Efisiensi
(Kode A) sebesar
Rp8.652.162.000 dalam
rangka melaksanakan PKPT
termasuk melaksanakan
pengawasan terhadap
kegiatan yang  menjadi
instruksi  dan  prioritas
Presiden sampai dengan
akhir Tahun 2025.
13 | September | DIPA Revisi ke- | 22 DS:0297-3029- | Revisi Anggaran dalam hal Pagu
8 September | 4570-5941 Anggaran Tetap
25 - Pergeseran antar-Kegiatan,

antar-KRO, antar-RO, antar-
Komponen, dan antar-Akun
dalam 1 (satu) Satker yang
sama;

- Perubahan
penarikan  dana
halaman Il DIPA

- (dalam rangk -Pemenuhan

kekurangan Belanja

Operasional untuk kebutuhan

Belanja Pegawai sebesar

Rp4.900.400.000,00 dalam

rangka pembayaran Gaji dan

Tunjangan Kinerja bagi PNS

sejumlah 294 orang, CPNS

sejumlah 11 orang (TMT 1

Juni 2025), dan rencana

pengangkatan PPPK

sejumlah 38 orang (TMT 1

Oktober 2025 ) serta

Pemenuhan kebutuhan untuk

kegiatan pengawasan

sampai  dengan  akhir

Desember 2025 pada Satuan

Kerja Sekretariat Inspektorat

Jenderal

rencana
pada
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14 | Oktober DIPA Revisi ke- | 15 Oktober | DS:0297-3029- | Tema Revisi:
9 2025 4570-5941 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi:
- Pemutakhiran POK
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
(penyelesaian pagu minus untuk
kegiatan pengawasan)
15 | Oktober DIPA Revisi ke- | 20 Oktober | DS:6972-8104- | Tema Revisi:
10 2025 8052-8550 Revisi Anggaran dalam Hal Pagu
Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi:
- Pergeseran anggaran antar-
unit Eselon | dalam 1 (satu)
Kementerian/Lembaga
dalam rangka pemenuhan
kekurangan belanja pegawai
yang diperoleh dari Ditjen BM
sebesar Rp1.020.262.000
16 | Oktober DIPA Revisi ke- | 27 Oktober | DS:6972-8104- | Tema Revisi:
1" 2025 8052-8550 Revisi Administrasi
Mekanisme Revisi:
- Pemutakhiran POK
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
(penyelesaian pagu minus untuk
kegiatan pengawasan)
17 | November | DIPA Revisi ke- | 03 DS:6972-8104- | Tema Revisi:
12 November | 8052-8550 Revisi Administrasi
2025 Mekanisme Revisi:
Pencantuman Catatan pada
Halaman IVB DIPA berupa
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Roda  Empat
sejumlah 1 (satu) Unit.
18 | November | Satker Revisi | 07 DS:6972-8104- | Tema  Revisi.  Pergeseran
ke-6 November | 8052-8550 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
19 | November | DIPA Revisi ke- | 12 DS:7800-2421- | Tema  Revisi:  Pergeseran
13 November | 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO, antar-KRO, antar-Kegiatan
dalam rangka:
- pemenuhan alokasi untuk

kegiatan MoU, baik berupa
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kegiatan MoU baru maupun
perpanjangan

- pelaksanaan diklat untuk
Auditor
20 | November | Satker Revisi | 21 DS:7800-2421- | Tema  Revisii  Pergeseran
ke-7 November | 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
21 | Desember | Satker Revisi | 5 Desember | DS:7800-2421- | Tema  Revisii ~ Pergeseran
ke-8 2025 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
22 | Desember | Satker Revisi | 12 DS:7800-2421- | Tema  Revisi:  Pergeseran
ke-9 Desember | 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
23 | Desember | DIPA Revisi ke- | 12 DS:7800-2421- | Tema Revisi:
14 Desember | 4245-0866 Revisi Administrasi
2025 Mekanisme Revisi:
Untuk update data OM SPAN
atas:
- Pemutakhiran POK
- Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen,
antar-RO dalam KRO yang
sama
24 | Desember | Satker Revisi | 19 DS:7800-2421- | Tema  Revisi:  Pergeseran
ke-10 Desember | 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
25 | Desember | Satker Revisi | 23 DS:7800-2421- | Tema  Revisii  Pergeseran
ke-11 Desember | 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap
Mekanisme Revisi :
Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama
26 | Desember | Satker Revisi | 31 DS:7800-2421- | Tema  Revisi;  Pergeseran
ke-12 Desember | 4245-0866 Anggaran dalam Hal Pagu
2025 Anggaran Tetap

Mekanisme Revisi :
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Pergeseran anggaran antar-
Akun, antar-Komponen, antar-
RO dalam KRO yang sama

Sumber: Matriks Revisi Anggaran Prorenkeu (2025)

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran Inspektorat bersumber pada Sekretaris Inspektorat Jenderal dikarenakan
pada Inspekotrat Jenderal hanya terdapat 1 (satu) satuan kerja yaitu pada
Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berikut merupakan pohon anggaran pada saat
pagu awal dan pagu revisi satuan kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

ALOKASI ANGGARAN 2025

Rp89,89 Miliar

Rp92.932.4 833 000

BELANJA PEGAWAI & BARANG

Rp88,52 Miliar
Ro1368.000000

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

Rp1,37 Miliar

BELANJA PEGAWAI
Rp52,82 Miliar

Rpe8.519.746.000

[ PENGAWASAN INTERN |

BB NON-OPERASIONAL

Rp35,70 Miliar

Rp35.701.124.000

BB OPERASIONAL Rp26,01 Miliar

Rp9,69 Miliar

Rp26.006.46.2.000
Pelaksanaan Pengawasan (1nsprhiorss 1 - VI)
Pangawasan

Gambar 3.4.1 Pohon Anggaran Pagu Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal T.A. 2025
Sumber: Pohon Anggaran Prorenkeu (2025)

ALOKASI ANGGARAN 2025
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- -~
.
.

BELANJA PEGAWAI & BARANG

Rp89,54 Miliar

BELANJA MODAL

Rp1,37 Miliar

e

BELANJA BARANG

Rp59,24 Miliar

Rp59.239 284 .000

Rp30,30 Miliar ( PENGAWASAN INTERN |

BB NON-OPERASIONAL

Rp30.300.724,000

BB OPERASIONAL Rp22,51 Miliar

Rp7,79 Miliar

Rp22.506.452.000

Rp7.794.242.000 Peni e : L
g 2.0 ingkatan Kapabititas SOM Pengawasan

I

Gambar 3.4.2 Pohon Anggaran Pagu Revisi Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal T.A. 2025
Sumber: Matriks anggaran Prorenkeu (2025)

Pada rentang periode Renstra 2020 — 2024 dan Tahun anggaran 2025 diketahui
bahwa anggaran untuk Inspektorat | mengalami penurunan dari Tahun 2020 — 2023,
namun mengalami peningkatan pada Tahun 2024 dan turun sedikit pada Tahun
2025. Penjelasan dapat dilihat tabel berikut:
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Tabel 3.4.4 Tabel perbandingan pagu anggaran serta realisasi anggaran dari
T.A. 2020 s.d. 2025

2020

3.099.781.000

68,85%

1 2.134.196.000
2. 2021 2.771.963.000 2.097.476.000 75,67%
3. 2022 2.477.770.000 2.452.318.000 98,97%
4 2023 2.550.000.000 1.483.505.000 58,18%
B 2024 3.644.835.000 3.620.185.023 99,32%
6. 2025 3.406.263.000 3.087.242.783 90,63%
Sumber: Analisis Pribadi (2026)
Grafik Anggaran Inspektorat |
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
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® Pagu Anggaran 3.099.781.0|2.771.963.0{2.477.770.0|2.550.000.0|3.644.835.0(3.406.263.0
w Realisasi Anggaran [2.134.196.0(2.097.476.0|2.452.318.0|1.483.505.0|3.620.185.0(3.087.242.7

m Pagu Anggaran  w Realisasi Anggaran

Gambar 3.4.3 Grafik Anggaran Inspektorat | T.A. 2020 s.d. 2025
Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Pada Tahun 2025, Inspektorat | berhasil menyerap 90,63% dari anggaran yang
disediakan. Penyerapan tersebut belum maksimal sepenuhnya dikarenakan
terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan
pendampingan Wanam terkait Inpres 14 Tahun 2025 dan Pendampingan Tanggap
Darurat Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

3.4.2 Realisasi Anggaran TA-2025

Penyerapan Anggaran Inspektorat | pada Tahun 2025 sebesar 90,63% dari pagu
anggaran sebesar Rp3.406.263.000. Capaian penyerapan terendah ada pada
Kegiatan  Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan  Bidang
Pengawasan di Inspektorat | dengan realisasi 0,00% dari pagu anggaran yang
disediakan sebesar Rp16.680.000,00. Penyerapan anggaran tertinggi secara
persentase ada pada kegiatan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan
Pengawasan Bidang Sumber Daya Air dengan realisasi sebesar 99,88%. Namun,
penyerapan anggaran tertinggi secara nominal ada pada kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air dengan
nominal sebesar Rp1.362.234.959,00. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pda tabel
dibawah berikut:




VP Ui
UNTUK RAKYAT

Tabel 3.4.5 Perbandingan antara pagu vs rencana vs realisasi pada T.A. 2025

Koordinasi ~ Kelembagaan
dalam Rangka Penguatan
Pengawasan Bidang
Sumber Daya Air

130.952

130.952

130.797

99,88%

Penyusunan ~ Rancangan
Pedoman/Standar/Peraturan
Bidang Pengawasan di
Inspektorat |

16.680

16.68

0,00%

Pelaksanaan Audit Bidang
Sumber Daya Air

9.200

9.200

4.666

50,72%

Pelaksanaan Evaluasi
Bidang Sumber Daya Air

6.625

6.625

5.078

76,66%

Pelaksanaan Pemantauan
Bidang Sumber Daya Air

13.530

13.530

12.554

92,79%

Pelaksanaan Reviu Bidang
Sumber Daya Air

784.386

784.386

686.110

87,47%

Pelaksanaan Pengawasan
Lainnya Bidang Sumber
Daya Air

291.180

291.180

240.360

82,55%

Penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan
Inspektorat |

4.100

4.100

388

9,47%

Rencana dan  Evaluasi
Kinerja di Inspektorat |

3.100

3.100

0,00%

10.

Penyelenggaraan SPIP dan
Manajemen  Risiko  di
Inspektorat |

1.000

1.000

0,00%

1.

Layanan Kepegawaian dan
Umum di Inspektorat |

39.692

39.692

20.959

52,81

12.

Pelaksanaan Pengawasan
Audit  Dengan  Tujuan
Tertentu Bidang Sumber
Daya Air

1.445.495

1.445.495

1.362.234

94,24%

13.

Pelaksanaan Pengawasan
Audit Kinerja Bidang Sumber
Daya Air

610.234

610.234

600.984

98,48%

14.

Pelaksanaan Pengawasan
Reviu RKA-K/L Bidang
Sumber Daya Air

41.804

41.804

22.627

54,13

15.

Pelaksanaan Pengawasan
Reviu Laporan Keuangan
Bidang Sumber Daya Air

4,945

4.945

0,00%

Total

3.406.263

3.406.263

3.087.242

90,63%

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA-2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan penyerapan realisasi anggaran untuk melihat apakah terdapat
perbaikan kinerja pada Inspektorat | pada Tahun 2025. Berikut merupakan
perbandingan realisasi anggaran TA-2025 dengan Tahun sebelumnya:
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Tabel 3.4.6 Perbandingan realisasi anggaran TA-2025 dengan Tahun sebelumnya

(Rp Ribu) g Rp Rib
Koordinasi 110.477 110.476 100.00% 130.952 130.797 99,88%
Kelembagaan dalam
Rangka Penguatan
Pengawasan  Bidang

Sumber Daya Air

2. | Penyusunan 5.000 1.375 27.50% 16.680 - 0,00%
Rancangan
Pedoman/Standar/Pera
turan Bidang
Pengawasan di
Inspektorat |

3. | Pelaksanaan Audit | 2821450 | 2.820.086 99.95% 9.200 4.666 50,72%
Bidang Sumber Daya
Air

4. | Pelaksanaan Evaluasi 9.213 7.903 85.79% 6.625 5.078 76,66%
Bidang Sumber Daya
Air

5. | Pelaksanaan 45226 45.225 100.00% 13.530 12.554 92,79%
Pemantauan  Bidang
Sumber Daya Air

6. | Pelaksanaan  Reviu | 265.750 264.915 99.69% 784.386 686.110 87,47%
Bidang Sumber Daya
Air

7. | Pelaksanaan 347.994 344.459 98.98% 291.180 240.360 82,55%
Pengawasan Lainnya
Bidang Sumber Daya
Air

8. | Penyusunan Program 5.000 3.828 76.57% 4.100 388 9,47%
Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat |

9. | Rencana dan Evaluasi 1.456 900 61.81% 3.100 - 0,00%
Kinerja di Inspektorat |
10. | Penyelenggaraan SPIP 1.000 - 0.00% 1.000 - 0,00%

dan Manajemen Risiko
di Inspektorat |

11. | Layanan Kepegawaian 32.269 21.014 65.12% 39.692 20.959 52,81
dan Umum di
Inspektorat |

12. | Pelaksanaan - - - 1445495 | 1.362.234 94,24%
Pengawasan Audit
Dengan Tujuan
Tertentu Bidang
Sumber Daya Air

13. | Pelaksanaan - - - 610.234 600.984 98,48%

Pengawasan Audit
Kinerja Bidang Sumber
Daya Air

14. | Pelaksanaan - - - 41.804 22.627 54,13
Pengawasan  Reviu
RKA-K/L Bidang
Sumber Daya Air

15. | Pelaksanaan - - - 4,945 - 0,00%
Pengawasan  Reviu
Laporan Keuangan
Bidang Sumber Daya
Air

Total 3.644.835 | 3.620.185 99,32% 3.406.263 | 3.087.242 90,63%
Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Dapat terlihat dari tabel diatas diketahui bahwa terlepas dari anggaran Inspektorat |
Tahun 2025 yang lebih rendah daripada Tahun 2024, penyerapan pada Tahun 2025
sebesar penyerapan pada Tahun 2024. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan
rdapat penyerapan sama sekali pada Tahun 2025 yaitu antara lain:
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a. Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di

Inspektorat [;

b. Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat |;
c. Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat |.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021
Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negera/Lembaga, perhitungan efisiensi menggunakan rumus

sebagai berikut:

Ero

Keterangan:
Ero

—yn
- E:£=1

(AAROi x CROi) — RAROI

S (AAROD)

AAROI Alokasi anggaran RO i
RAROQI Realisasi anggaran RO i
CROi

n . Jumlah RO pada Inspektorat |

Efisiensi Rincian Output (RO) Inspektorat |

x100%

Capaian RO i. Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120%

Nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan capaian rincian output Inspektorat | dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.1 Nilai Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Capaian Rincian Output

Koordinasi Kelembagaan dalam
Rangka Penguatan Pengawasan

AARO (Rp)

130.952.000

RARO (Rp)
130.797.553

CRO x AARO
130.952.000,00

(CRO x AARO)-RA

154.447,00

Bidang Sumber Daya Air

Penyusunan Rancangan 0% 16.680.000 0

Pedoman/Standar/Peraturan -

Bidang Pengawasan di Inspektorat

|

Pelaksanaan Audit Bidang Sumber | 120% 9.200.000 4.666.400 11.040.000,00 6.373.600,00
Daya Air

Pelaksanaan Evaluasi Bidang | 100% 6.625.000 5.078.620 6.625.000,00 1.546.380,00
Sumber Daya Air

Pelaksanaan Pemantauan Bidang | 72,92% 13.530.000 12.554.624 9.866.076,00 -2.688.548,00
Sumber Daya Air

Pelaksanaan  Reviu  Bidang | 120% 784.386.000 | 686.110.677 | 941.263.200,00 255.152.523,00
Sumber Daya Air

Pelaksanaan Pengawasan 50% 291.180.000 | 240.360.086 | 145.590.000,00 -94.770.086,00
Lainnya Bidang Sumber Daya Air

Penyusunan  Program  Kerja { 100% 4.100.000 388.200 4.100.000,00 3.711.800,00
Pengawasan Tahunan Inspektorat

|

Rencana dan Evaluasi Kinerja di { 107,10% 4.340.000 480.000 4.648.140,00 4.168.140,00
Inspekiorat |

Penyelenggaraan  SPIP  dan | 100% 3.100.000 0 3.100.000,00 3.100.000,00
Manajemen Risiko di Inspektorat |

Layanan Kepegawaian dan Umum | 120% 39.692.000 20.959.390 47.630.400,00 26.671.010,00
di Inspektorat |

Pelaksanaan Pengawasan Audit | 84,21% | 1.445.495,000 | 1.362.234.959 | 1.217.251.339,50 -144.983.619,50
Dengan Tujuan Tertentu Bidang

Sumber Daya Air

Pelaksanaan Pengawasan Audit | 100% 610.234.000 | 600.984.874 | 610.234.000,00 9.249.126,00
Kinerja Bidang Sumber Daya Air

Pelaksanaan Pengawasan Reviu { 100% 41.804.000 22.627.400 41.804.000,00 19.176.600,00

mber Daya Air
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Pelaksanaan Pengawasan Reviu | 120% 4.945.000 0 5.934.000,00 5.934.000,00
Laporan  Keuangan  Bidang
Sumber Daya Air
Jumlah 3.406.263.000 | 3.087.242.783 | 3.180.038.156 92.795.373
Z((CRO XRRO)-RA)/ Z(AA) 2,72%

Sumber: Analisis Pribadi (2026)
Dari data ditas, dapat dihitung efisiensi Inspektorat | sebagai berikut:

Ero = Z((CRO X RRO) — RA) / Z(AA)
=92.795.373 / 3.406.263.000
=2,72%
Nilai Efisiensi diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
NE = 50% + (5 x 50)
Keterangan:
NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi
Mengacu pada hasil perhitungan efisiensi di atas, maka nilai efisiensi Inspektorat | adalah
sebesar:
NE  =50%+ (222 x50)
=50% + 6,8%
= 56,8%

Berdasarkan perhitungan tersebut, Inspektorat | melakukan efisiensi sebesar 6,8% dengan
Nilai Efisiensi sebesar 56,8%.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi anggaran adalah upaya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan beberapa tugas Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan
Pengawasan Lainnya dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas di kantor sebelum
dilakukan perjalanan dinas ke daerah.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja penting, guna untuk mengetahui seberapa
efisien Inspektorat | menjalankan perannya, serta untuk mengetahui area mana yang periu
dilakukan perbaikan/diberikan perhatian lebih (area of improvement)

3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan
Kinerja
Pimpinan memiliki perhatian khusus atas kinerja Inspektorat | terutama dalam hal
hambatan yang menghambat capaian kinerja. Selain itu, atas hal-hal yang dapat
mempercepat capaian kinerja, pimpinan mengapresiasi dan mendorong agar
efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat | dapat terpenuhi.
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Gambar 3.6.1 Pimpinan beserta para Koordinator Pengawasan dan anggota
melaksanakan rapat terhadap informasi dalam Laporan Kinerja
3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan

3.6.3

3.64

3.6.5

Kinerja

Pegawai Inspektorat | menggunakan informasi dalam laporan kinerja guna melihat
capaian kinerja unit kerja mereka. Selain itu, guna mendorong agar kedepannya
Inspektorat | kinerja-nya dapat semakin baik lagi dan dapat menjadi salah satu unit
kerja percontohan di tingkat Kementerian.

Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi
Dalam Laporan Kinerja Berkala

Laporan Kinerja digunakan sebagai penyesuaian aktivitas apabila terdapat kegiatan
pengawasan yang belum terlaksana pada Tahun anggaran berjalan dan ingin di
carry over pada Tahun anggaran kedepan. Selain itu juga berguna untuk
meningkatan awareness pegawai apabila ada Indikator Kinerja Kegiatan yang belum
mencapai target, sehingga kedepannya terdapat kerjasama dari pegawai agar
kinerja Inspektorat | bisa lebih baik lagi.

Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja
Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Laporan Kinerja membahas tentang penggunaan anggaran secara rinci, berguna
untuk melihat berapa sisa anggaran yang tersedia, guna menempatkan prioritas
dalam kegiatan pegawasan dan kegiatan belanja ATK/persediaan. Hal tersebut juga
berguna untuk mencegah adanya tunggakan pada Tahun depannya akibat
ketidaktersediaan anggaran. Selain itu, guna melihat seberapa besar anggaran telah
terserap dan memutuskan perlu/tidaknya untuk melakukan revisi penambahan pagu
anggaran.

Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam
Laporan Kinerja

Pencapaian keberhasilan kinerja guna melihat apakah langkah-langkah dan
program yang telah disusun pada awal Tahun sudah berjalan efektif. Selain itu,
apabila ada kegagalan atas pencapaian Kinerja dapat dievaluasi dan diberikan
masukan agar kedepannya tidak terdapat kinerja yang tidak mencapai taget.
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3.6.6

3.6.7

Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam
Laporan Kinerja

Penyesuaian perencanaan kinerja diperlukan apabila terdapat kinerja yang perlu di
carry over pada Tahun depan. Selain itu, informasi dalam laporan kinerja berguna
untuk menyusun penjadwalan perencanaan kinerja dengan lebih rapi dan
mempertimbangkan kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat segera/mandratory.

Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam
Laporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja dapat menyebabkan perubahan budaya kinerja
organisasi. Terutama apabila dalam Laporan Kinerja menampilkan Indikator Kinerja
yang belum tercapai, maka fokus kegiatan akan mengupayakan agar
terlaksanakanya percepatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja tersebut.
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Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kinerja Inspektorat | ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi
IKK 1.1, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah
Pengawasan Inspektorat | Tahun 2025 adalah 77,97% dari Target 76,30%. Dalam hal
realisasi anggaran, per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai
Rp3.087.242.783 (90,63%) dari pagu anggaran sebesar Rp3.406.263.000. Sehingga,
realisasi anggaran memiliki deviasi negatif sebesar (9,37%). Realisasi anggaran Tahun
2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, yaitu sebesar 99,32% dari Pagu Anggaran
Tahun 2024.

Terdapat beberapa Indikator Kinerja dan output program yang tidak tercapai yaitu Indikator
kinerja terkait penanganan pengaduan. Selain itu, lebih jauh terdapat beberapa output
kegiatan pengawasan (AREPP) yang belum sesuai dengan target yang ingin dicapai. Atas
hal tersebut kedepannya Inspektorat | akan lebih maksimal lagi dalam pencapaian target
output untuk setiap kegiatan pengawasan (AREPP).

Inspektorat | memiliki harapan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat
Pengawas Intern Pemerintah yang terpercaya, serta memiliki integritas dan
profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui
penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma
dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan
pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian ini dapat dilihat sebagai hasil dari sinergi dan komitmen yang
nyata dari pimpinan dan seluruh elemen pegawai di Inspektorat |. Faktor-faktor yang
menjadi pendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat | sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

1) Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat |
a) Adanya kebijakan dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal,
b) Tercapainya Level 4 IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
c) Peran serta BPK dan BPKP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air.

b. Faktor Internal

1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat |
Telah dilakukan Telaah Sejawat Antar Korwas pada Semester | dan Semester |I,
sehingga pelaksanaan Audit telah sesuai dengan SE Irjen Nomor 01/SE/|j/2024
tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat |

a) Peningkatan kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam
bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga para pegawai mampu
memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal;

b) Menggunakan sistem manajemen yang mengedepankan skala prioritas dan
teknologi yang tepat membantu Inspektorat | dalam melaksanakan tugasnya
dengan lebih efektif dan efisien sehingga proses pengawasan dan pelaporan
dapat dilakukan secara terintegrasi dan akurat;

c) Kolaborasi yang baik dengan Direktorat Kepatuhan Intern dan Unit Pembina
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Inspektorat bidang lain dalam
peningkatan pengawasan;

d) Kontribusi aktif Inspektur I, Auditor dan Subbagian Tata Usaha dalam hal
melakukan perbaikan tata kelola di Inspektorat I.

Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat |

Peran aktif dari Inspektur, Auditor dan Subbagian Tata Usaha Inspektorat | dalam
mengelola pengaduan demi mendorong pencapaian kinerja penanganan
pengaduan di Inspektorat .

Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan
yang Ditindaklanjuti di Inspektorat |

Inisiasi Inspektorat Jenderal dalam melakukan Percepatan Penyelesaian Tindak
Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan baik kegiatan di Kantor atau
kegiatan di luar kantor.

Capaian Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat |

Kolaborasi antara Auditor Inspektorat | dengan Direktorat Sistem dan Strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Kepatuhan Intern dalam menyusun
Perencanaan UPKPT di Inspektorat | secara akurat.

Capaian Predikat SAKIP Inspektorat |

a) Peran aktif Auditor dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk
mendorong keberhasilan capaian Kinerja Inspektorat |;

b) Peran aktif Subbagian Tata Usaha dalam melakukan monitoring dan
pengendalian IKK serta capaian output pengawasan.

Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat |

Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Inspektorat
| dan peran Auditor bersama Personil Subbagian Tata Usaha dalam pengendalian
dan pemantauan terhadap profil Risiko yang telah disusun oleh Inspektorat I;

Tingkat Transformasi Digital Inspektorat |
Peran aktif pegawai di Inspektorat | dalam hal penggunaan layanan yang
sebelumnya menggunakan layanan cloud Google menjadi cloud Microsoft,

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat |
Pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspetorat | telah mengacu Peraturan
Menteri PU yang berlaku.

4.3 Permasalahan

Selama melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun 2025, Inspektorat Jenderal
menghadapi beberapa Permasalahan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

a. Faktor Internal:

1)

Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat |

a) Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang
tertuang pada Laporan Hasil Audit;

b) Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan
pada LHP yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;

c) Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan
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d) Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam
proses penyusunan laporan.

2) Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat |

a) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi
prioritas kegiatan pengawasan;

b) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.

3) Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat |
Banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan
Desember 2025, sehingga tidak dapat ditangani oleh Inspektorat |. Hal ini
dikarenakan terbitnya SE Irjen No. 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan
di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Faktor Eksternal:

Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat |

1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi
prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta
Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada
Pangan, Energi, dan Air Nasional;

2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi
seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju
Wanam, Distrik llwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat | pada
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan yang belum
tertangani TA 2025 dan menyusun jadwal pelaksanaan penanganan pengaduan pada
Tahun 2026 serta dilaksanakan mengacu SE Irjen No. 02/SE/Ij/2025 tentang
Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
Melaksanakan Kegiatan Pengawasan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan di dalam
PKPT;

Meningkatkan pengendalian terhadap ketepatan waktu penyelesaian Penyusunan
Laporan Hasil Pengawasan;

Meningkatkan Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Auditi atas Rekomendasi Laporan
Hasil Pengawasan,;

Melakukan evaluasi secara periodik atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan terutama
terkait capaian output kegiatan pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang
berupa mandratory atau permintaan dari Unit Organisasi yang dibina.

Mengusulkan Pelatihan bagi personil Auditor terhadap keterampilan yang dibutuhkan
guna mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan.

Jakarta, 15 Januari 2025
Disusun oleh

Kepala Subbagian Tata Usaha
Inspektorat |

e

wi /Setiawan, SE, MA
NIP. 198801042010121001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, ransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan

di bawah ini:
Nama :Ir. Djaya Sukarno, M.Eng
Jabatan : Inspektur|

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama . Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperli yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebul menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025
Pihak Pertama Pihak Kedua

—

/N Q\WWL}\

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng DADANG RUKMANA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT | -~ INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) {4)
1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan 1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan 79,00%
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Kegiatan: Anggaran
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR Rp 2.041.420.000

INSPEKTUR JEND

Jakarta, %! Januari 2025
L INSPEKTUR |

Yo fhe—

DADANG RUKMANA Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng




Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat | T.A. 2025 (PK Revisi I)

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT | — INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan

di bawah ini:
Nama .| Ketut Jayada, S.T.
Jabatan Inspektur |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama . Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, A Juli 2025
Pihak Pertama Pihak Kedua
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| KETUT JAYADA, S.T. Dr. Ir. MAULIDYA INMUNICA, M.Sc.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
M (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan 1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan 79,00%
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Kegiatan: Anggaran

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

INSPEKTUR JENDERAL

Jakarta, 4 Juli 2025
INSPEKTUR |

4
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Dr. Ir. MAULIDYA INDAH-JUNICA, M.Sc.

| KETUT JAYADA, S.T.

Rp 2.041.420.000




Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat | T.A. 2025 (PK Revisi Il)

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan

di bawabh ini:
Nama : | Ketut Jayada, S.T.
Jabatan : Inspektur |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinera dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi langgung jawab pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, % September 2025
Pihak Pertama Pihak Kedua
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| KETUT JAYADA, S.T. Dr. Ir. MAULIDYA IN‘DfH’.JUNICA, M.Sc.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan 1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan 76,30%
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Kegiatan: Anggaran
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Rp 3.406.263.000

Jakarta, 20 September 2025
INSPEKTUR JENDERAL INSPEKTUR |

T e SN

Dr. Ir. MAULIDYA INDAHJUNICA, M.Sc. | KETUT JAYADA, S.T.




Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat | T.A. 2025 (PK Akhir)
REVISI

W4 £

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTUR | - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan

di bawah ini:
Nama | Ketut Jayada
Jabatan - Inspektur |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama Maulidya Indah Junica
Jabatan Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 29 Desember 2025
Pihak Pertama Pihak Kedua
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I KETUT JAYADA MAULIDYA INDkH'JUNI/CA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 REVI]
INSPEKTUR | - INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1 (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan 1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan 76,30%
Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat | Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat |
Kegiatan: Anggaran
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Rp 3.406.263.000

Jakarta, 29 Desember 2025
INSPEKTUR JENDERAL INSPEKTUR |

A
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MAULIDYA JUNICA | KETUT JAYADA




Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

Berdasaran pembahosan hart Kamis Tengge! 05 Juni 2025 bertempat i Rueng Rapat Inspektorat IV Pukul 13.00 WIB dan pembahasan lanjutan
atas tanggapan Lembar Kerja Evaluasi, telah didepatan kesepakatan hasil Evaluasi Penyelenggaran AXIP TA 2024 pada Inspaktornt |. Inspektorat

BERITA ACARA PEMBAHASAN
ATAS HASIL EVALUAS! PENYELENGGARAAN AKIP TA 2024
PADA INSPEKTORAT |, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jenderal Kementerign Pekerjaan Umum, sebaga! berfiut :

™ & Uralzn Hastl Evatuss! TanggtpanEvalustn | TanggspenEvatustor | Kesepakstan
' 121 rmmwmmmw dengn | - Sepakal
2 122 Tetth dponuhi dolumen perencanaan kinerja mngka | Scpendapat dengan Sepakat
3 123 Telch dEpervhi dokumen perencansan kinerja jangka | Sependapa! dengan Sepakat
mesengah Evalator
4 124 Telsh dpenuhi dokumen perencanasn kineria jangks pendex | Sependapat dengan Sepakat
Evohaatnr
5 138 Tezh fopoml dolumen perencenasn chiiviss yeng | Sependapat dengan | - Sepakat
8 128 Telzh terpenuhi dokumon porencanasn enggaran yong | Scpendapat dengan | - Sepakat
g Evaiuator
7 137 Telzh terpenuhl dokumen untuk  menumuskan  dan | Sependapst dsngn | - Sepakst
Persncanaan
Telah topenuhl dolumen perencanaan dan tetsh | Sependapat dengan Sepakst
8 b4 Glormalkan, sexts (erdapa! Nots Dinas inspektur 1 yang | Evaustor
g mwwmwmmuw
uplya yeng bisa dhargal
Terponuhl dan teish sssual dengan Kedjakan Mandat | Sepencapat dengan Sepakat
Nagional. Berdasarkan Peraturan Mantedd PUPR Nomor 09 | Evakuator
Tatun 2018 Pasal § Ay21 2, Ransira unll organdsesi dtetapkan
9 152 |okh pimphan und oganisas 1 (satv) bulen sejek
dietzpkannya Renstra Kementerizn. Renstra Kemonterian
Gstapkan tanggal 25 Saplember 2020, sementara Ranstra
Jenderal 26 Oitoder 2020.
Dotumen Perencenaan Kinerja tobh Sepandapal dengan | - Sepakat
10 153 mmtmmmmmmww Evauator
wanmm
mmwammmmtm@m Casm utl dukung | Sepaiat
tondisl Wnerfa yang akan dicapal namun | pada Tahwn 2023  unbxk | pembanasan yang | clindakianio
1 154 belum tordspat bukl pembahssan terkat Kusiias Rumusen Pesfanjien | diszmpatkan dak
hasd perjanian kinorja monggambarkan kondsi kinea yang | Kinerja  Tahun 204, | menjsiaskan mengenal
&han dicapal sebagai upaya yg bisa dhergat berdasarkan bukfi  uplcad | khuaSias Guijuanisasaran
nohéen 1699 | kinedja
12 155 g;mu&mmmmmmmm Sependapat dongan | - Sepokat
Pemenuban indkator Kinaris ielah menggambarkan kondisi | Telsh dlakuksn upioad bukl | Teizh d@penutd bukO | Sepaket
tincra yang harus dicapal, namun bekem lardapat bukd | dulung. namun safah folder & | dulang upays yeng bisa
permbahasen intamal terkal Perenuhan UK dalam Cagpaitn | 1.6.2 dhargai atas perubahan
datam perjanjan kinend secara bestakinjutan sebagal upaya Inckater Kinerfa
yarg bisa dhargal Kagiatan U]
(£ 6 tnspokiorat | metakd
Undsngan, Nohfensi,
dan Dokurnentasi Repat
Pembaohasan
Perbzhan  Renstra
1 TA 2024
Pemershan T yng dalsm Perencanaan | Telzh diakuksn upioad bukt | Teish dipereN  bukt | Sepekat
Knesja dzpat dicapai (echievatio), menantang. dan raatsits. | dukung, namun saish fokisr & | dulung upaya yang bisa
Ramun belum ferdapat Sko terkalt target yang | 1.0.2 dhargal atas perutalian
Gletigkeny  dilam  poroncanaan nakator Kined{a
diapaimensning don dihargal sebagal upsya yg bisa Kagiatan aQ
" 1bh? dhergal. Inspekiorat | melshd
Undangan, Noddansl,
dan Ockumentasi Rzpat
Pembahasn
WMIME.
Sefizp Dokumen Perencanazn Kinarja teizh menggambarkan | Sapendagat dengzn | - Sapakat
tubungan berkasinambungan, sorta scaras antara | Evauator
KondisiHash yang akan dicepei & lavel
15 158 | (Cascadcing). Sesta tardapat Tanghapan Layar Chat WA atas
pengisizn SIP satagal baktl atas upaya yeng bisa
%mmmmmawa
seflap el jtbatan.




18

109

Anggaren yang cletapken teish mengety pada Kinerja yang | Pembahasan felsh dilatukan | Telah cpenuhi dengan
ingin dicapal, Namun bokum terdapat bersgma berdasaan dan | bk dulung  benps
bahma Anggaran yang ditetapkon telah mengacy pada Kinerja | Rengram data diamg skan | Undengan,  Nohdensi,
yang ing'n dicapal sebogal upaya yp bisa dhargal, dupload den Dokymentasi Rapat
7 1c.1 Pembshasan
Pensjaman  Rencana
Roalckatl  Anggaran
Kegiatan Pengawasan
TAZN
Dekumen Akfvlas yang d3aksansken telah Sependapat dengan | -
Kinera yang inpin écapal. sorta telah terdapat bporan monev | Evaksator
18 1¢2 butanan yang didalamnya membahas tentong akivitas yang
mendutung kinerja yang Ingin Gicapai sebagal bl upaya
Pomsnuhan Dokumen Rencana aksi inerja dapat bedalan | Sependapat dengan
dngmas karena capaian kincrja selaly dipantau secer | Evakuetor
19 1¢3 besksla Serta erdapal laporen monev yang disuwm oleh
‘ enss sedap Lufan telah menyaikan tarhadap
mumwmmmmm
- ]
1. Catatan atzs Hasi Evatyesl AKIP 2hun terkat | Sependapat dengan
Porencanasn Kinedo toleh dlakadan perbaken detem | Evalsator
tnspektorat | yailu dengan melkukan
) mwm%m
Laporan money brfanan tolah menyafken tndak
2 1ed butan sebeturmrrya drmutal pada buan Ml
8.d. Desember 2024
3.Tosh Gonghapi Undangan, Nohden dan
e "l Monev Bulanan sebagai upaya yang
Terdapat perbalkan/penyempumaan Perubahan Paranian Kinerja | Tokh dipemuhi  bukt
Kinerja daiam mewujudkan kondsthasl yang lebih bak | disebabkan sdnyn | dukung upsya yang bisa
Ngmun befum terdapal buks pendahan anggaren. Hal ini | dhargal atas perubalun
2 1¢8 dokumen Knerja torkaR revisi PK gebagal | clsiukn pembahasan pada | Indkator Kingda
} Usdya vy bisa dhargal s3al penyusunan  lzporan | Keglaten
Menev Budansn mudal bulan | ingpeitorat | metalul
Juni 2024 s.d. Desember 2024 | Undangan,
dan Dolumentasi
Pambzhasan
Perubahen  Renstrs
tnspektorat | TA 2024
Sefip uni/satuan kerja memahami &n podud, setta | Sependapat dengan | -
dalam i yang telah | Evatustor
2 128 dironcanakan, Serta terdapat Tangkapan Layar Chat WA stas
perintah pengisian SKP. sebagai buki alas upaya ying biss
dhargal datem pembasan Poroncanaan Kinera terkall SIKP 61
Telsh tardapst pemenvhin dokumcn batwa pimpinan | Sependapat dengan | -
5 1e7? Pinpinan ferfbat dalom mencapal kinaria yang (eish | Evakator
&W&amdmmm
Telzh terdspat pemenuhan batwa Setiap Pegawal | Sependapat dangan | -
memshami dan podul, sata berkomimen dalam mencipal | Evakator
3 128 tobah direncanakan, Serta terdopat T,
Layar Chat WA stas perintah pengisizn SKP. sebagal bl
atasupaya yang bisa dhargai calam pembassn
torkad SKP ¢ lovel .
buidl dokusnen bahwa Kinera individu telah sclarss Sependapat dangan | -
kinerfa organisasi, Serta ixrdapat Tangkapen Layas Chat WA | Evatater
-] 1c9 3133 perintah pengisian SKP. sebagel buks atss upsys yang
ggw:rm Knerfa terkal
SKP di sofizp lve! jobatan.
% 2a1 | Teih terdapat pedoman tokns penguiuren kinera dan | Sependapat dengan | -
: sesual Evadator
2 222 | Veiahtecdapatdelnisl Operasicnal yang jesas atas kinerja éan | Scpondapat dangan | -
cara Evastor
8 2a3 Lt:\mmmmmmm Sependapat dongan | -
-] 2ny | Dalatieradelem Laposan Monav Butansn can Sependapa! dongan | -
Wik pertvtungan reatsasl sk telah relevan unhik mengubir | Evatiator
capaian kinerja mawadi kinorja utama dan kondisi yang Ingh | Sependapat dengan ; -
30 252 Serta terdapad Laporzn Monev | Evaator
Buiznen butan Jaruar - Desember beserta Notuen sebagal
Telah diakukan penguduran kinerja socara berkala dan taah | Sependapat doagan | -
n 203 | 9angkapkan pada Laporan Monev Bulanan (butan Januzst - | Evaator
Oesamber) Bad 8 Capzian Kinarja. Pada lsparen monav
buisnen telah (i sesual
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menjadi bagian tindak lanjt
hasl evalimsi AKIP Tahun
223 Data dsung akan
Suplosd

Sependzpat dengan
Evahator

Tordspal lembx  kendas
peryusunan Laporan Money
mutal dari bulzn Junl 2024 3.d.
Desember 2024 dan hal Ini
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Evakuxor
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Pada Laporan Monay Butanan Bab 1 sub bab 2.3 3.4 sub bad

26 tebh menyajkan dan menjeiakan pelaksansan dan

mmwnmmmmw
sl

et

Teish dlakuken sosialisssl SKP untuk seksruh pogawai ¢i
laspekiorat | yang dlstuken melshd WA grup, dan telsh
terdapet pengasahan afas peniaian SKP untuk selisp

:

Lzporen Kinerja inspektorst 1 Tahun Anggeren 2023 telah
lsusun dan disshkan glch inspekiur { an. ir. Ofzya Sockamo,
MEngNIP, 185804211856031002 pada tanggas 17 Jenuari
2025 dzn Gunggah pada o-SAKIP pada tenggel 17 Januart

§




Teish diperuhi data dulung Pada Tohwn 2020 (buen | Teloh diperwhl date
butongn mataly tangkapan leyar e-Saxip 2020 s.d. 02sarts | Jaed 84 ki 2020) | ddung  peyempaian
DS deung laporan Monev butanan TA 2023 8.d. 204, penyusunan aporan menay | taporan mongy butanan
mash cipkan oleh bagien | melakd tanghapan
sckrotarit Ijen  dan | esatlp 2020-2021
“© 322 selonjuteya pada bulsn JA

emon kami tampikan
bukti penyusunan Loporen
_ Monev pada butan tersebut.
Terdapat buti bahwa taish dliziakan reviu betjanjang dalam | Monjadi  masukan bogh | Akan menjadi perbakan unhX
penyusunan Laporan Kinarja dari Pimpinan Ung Korja berpa | tnspektorat | terkat reviu | untuk tahun berkutnya
4 323 koreks atss konsep Loporan Kinerja Tshun 2024. Namun | bedenjang Penyumungn
pelaksgnaan reviy secars berdertang belum dpertaherkan § | Laporan Kinerja
@ 324 Laporan Kinerda Tahun 2024 teish Sependapat dongan | -
wobste dantolsh i Solama § tahun. | Evalator
1. Tanggal ponyampein teigh 1. Teh  ferdepat kS | Mash menjad catatan ik
dongan Peraturan Menterd PUPR Nomor 9 Teun 2018 | penyampaian teporan B9, | unbk bekum
T SAKIP PUPRbalma Laporan | 82, B3, dan B84 kepada | terperuiinys
kinoje unil kersAmil pelsksana telnissatuan keja | pimpinan unl orgensasi | penyampalan  kxpotan
kepada Pimpinan enfRas di alasnya pang | boupa Scroenshol TNDE | binerda  secon  tepat
Larnbat 2 (dua) minggu setelah tzhun anggaran derakhir, ke pimpinan Uner, wikty drpat
2 Tanggdl penyampaian laporen monov bulanin telsh | 2. Pengiriman dipertghankan selzma 5
Perzturan Mentar PUPR Nomor 9 Tatwn Rencana Aksl 80 pada o- | tahun terkahir
2018 Tentang Penyelenggarazn SAKIP PUPR baina SAKIP teish sotusl, nemun
49 a8 laporan mondorng dan evauasi Mnerja Sulensn ot | fterdapatl  perubahan BO
kerjahnk teknis/satuzn schngga  menycbabken
pimphian ek ke polsksana tekndsfsotsan kerfa tanggal upload
sotambat-dambatrya 5 (ima) hart keda setelsh duian | (terffmpa dokumen lima).
yang bersangiutan berskhy. Unhk pemusunan B
3. Laporan Kineria dan Laporan Money Bubwnan telsh menunggu PK 2024 dan
dongkapi tanggal, bulan, fohun penyusunan dan rincian
ditandatengani pimpinan sesust Permen PUPR Nomor | 3. Sopakat

3b1

S

telah Cpublkaskan webslie o-SAKP &g 17 Jawar | Evaluator

2024 sesuai surat dari Kepata BPIVY nomor PWO204-Kwlt

{51 17 Desember 2024

Secera formal Sesuai surat dari Kepaa BPIW nomor | a. Format dsftar  isi | Aken menjad perdeken untuk
berdasarken subbad dan | untuX tahun berdutrya

terdapst berka acara kinodfa
Hal tersabul juga menjadi calatan pada hasl evaluasi
tehin sedekumnya permasaizhan yang sEna.
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Peruiisen Laporan Kinerja sesuai Surat Kepats BPIW No

PW0204-Kwi159 Tanggal 17 Desember 2024. —

Laporan Kinesja tetzh menginformasikan pancapaian schunh | Telzh dlengkapi dats dukung | Telah diengkapl buidl | Sepakat
indkalor kinerja utoma (Sasaran Kegistan) serta cara | bukt) pembshase | pambzhasan  benpd

52 1Y) perhilunganaya, namun uniuk upaya yang bisa dhargalbalum | ponyusunan  Lakin - berupa | undangan,

- diternuken rpat pembahasan kinerja, bukll | undangan, nohdensi, den | dan dokumentast terka
undengan, bahan/moterl den actutens dalam penyusunen | dolumentasi pombghasan  capaian
Lakin, Kinarfa tetun 2024
Laporan tolsh menginfokon onals’s dan evausy Teish diengkapi buAfl | Sepakat
reafisasi kinerla dengan target telxmen namun behum pombshasan  benpa
dhemuksn rapat pembshasan mengensl capalan Mnera undangan,  nofulensl,

LY b4 dalam penyusunan Lakin dan dokumentasl terkal
penbahasan  anafsa
%;mmm

Ookumen Kinerja telah menginfoksn anats's dan Telah dlengkapl bulk | Sepaiat
evaiuasi roafisasi kincrfa dengan large! jangka menengah, pombzhasan  berupa
namun bolum ditenwiken rapst pembihasen mengenal undangan,  notulensi,

L] S capaian kinerfa datam penyusnan Lakin, dan dokumentasi terkal
pembshaszn  anafsa
reafsasl dengan larget

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfolan snafsls dan Tetah dlenghapi bukt | Sepakat
evalas realisasd kinerja dongan reafisasi knerja tahun-tatun pembzhasan  bengpd
sebeiumnya aamun bokan ddemukan repat pembahasan undangan,  nolulensl,

£ 368 | mongenai capaian idnerfa dalem penyusunan Lekin dan doturmentasd tarkal
pembahasan  znafisa

feasi  tatunta)
. | sebolumnya
Capsitn kineja mash menggunakan Liporan monev 1. Mash menjed | Sepaxat unhk
irspokiorat 1 dan 2 bulan november, seharusnya untuk catatan kesesudian | diindakianill
capain LAKIN yang dipakal dulan Desember 2024 atsu capaian kineda
tahunan sehingga unhuk perbandingan antara inspekiorat 1 datzm Lakin
dan 2 wxrfihat niainya tohunzn, dan targat tahunan juga tertst. scharusrya
menggunaken  dita
satuz faporan

% 387 monav lorakhir;

2 Calom bkt
pambahasan  yang
disanpadan, bolum
diiaoken sandingan
terfo sejonis. -

Detad dan tuallas knerfa dztam Sependapat dengan | - Sepakat

L4 bs s‘wmmmmmmw Evalustor

Detal dan kuafag kinorfa dstam Sependapat dengan ) - Sepakat
53 3b9 mﬁ?wmmmwmmm Evaluztor
Dolunen Lzporan Kinerja behun menginfoken cfisionsd stas | Monjad  mesukan  bag | Akan menfadi pesbaken | Sepakat unk
sumber days dalam mencapai kinefja & | tnspekiorat | terkalt unluk tahun berlutnya. | diindakion(ud.
tnspoktorat 1, Sdak dfolaskan dimzna efsiennya dalam

L] 3010 | sumber daya manusia, sarana dan prasana sorta anggaTan,

confoh miszinya anggaren unluk mondapatkan nlal efisensi

yaitu rizi porsentaso reatsasl anggaran dbegl persentase

Ockumen Laporan Kinerla teish menginfokan  wpaya | Sependapat cengan | - Sepakat
60 b1 |pebekan dan penyampumsan kinerfa ke depan | Evaluxtor

Bolm diamukan rapat permbehasan mongenal cepaian | Velah clengkani data utung | Telah diangkapl bukD | Sepakat

81 et Kinerja, ButS undangan. bahantmatert dan notudensi datam | bukti pembahasan | pembahasan sarts reviu

penyusunan Lakin, Lakin




undangen, noddensl, dan
dokumentasl

3e2

33

Telah  ferdzpat  Swat

.ngam Penyusunan
ssbagai | Laporan Monev dzn Lapkin,

testamply

[ penyusunan Laking
Tetoh dlenghapl dengan

berorjang atas

pengelola monev

hodis, dan dokumentssi rapat pembahasan ksporan
monev butanan

2 Laporzn monov butsnan B05 8.d 812 tzish menyaikon
Gndak lanjut atas permassiohen ixfan sebelumnya

3 Tidak terdapat buk® evaluati SKP pegawai.

Telzh disampaksn
kelarangan buktl dukung

Teiah Genghapi dengan

yang | Sependapat

3c8

Capaian kihorja seswal PK:
1. Tahun 2024: 85% dari tacget 87% (kineria 102,30%)
2. Tahun 2023: 83% dan target 83% (knerja 112.05%)

§dar1 7 (KK mengatemi penurunan sehingga capiian kinerja
sesuai PK secara keseluruhan mangatami penurunan dari
talun sebelumnya.

Tolzh terdapat pedoman teknis Evaksasi Abuntsbitas Kinerjs
emal.

Evakasi Aluntabiitas Kinarja infemal tnghat Unll Karja teich
diaksanakan tamn bekum tordapst duttl tefeh Gpertahankan

L

Evarasi SAKIP teizh claksanaken secara derjeriang namun
belur tarcapat bukti teish Epertahandin setama § hun,

;

5

B

g
g88|

4n1

{

i 0 Bt




ergmwlwmmasmamrms

4»2

Evaluasl Aluntabias Kinerja interna taigh diaksznakan oloh
SOM yang memadai diengkapl dengan data dukung
pendidian dan polathan pengendell leknis dan ketua tim,
mmumnimmrmm&hv

;

453

Evaluator

Snaga sebagal upaya yang bs dhargal
Evaluss) Akuntablilas Kinerfa bntomal Wah GZakeanakan

i

4n¢

Sepondapat

Jonderd) sshingga tidak ada enfitas Lzin dbaweh inspekiorat

%

4»S

4c1

i

m
Harawstl dongen hash poniiaizn SKP adalzh bak
dan sengat bak.
) SS excol porhtungan tukin dalam tampiran Noto
Dinas Kasubbzg YTata Usahs tnspektorat | kepads

Akan menjadl perdaian
untuk tahun berikutrya

SKP ke dalam
perhiungen KGneda.
Sehingga rekomendasi No. 2 telah dlindakangsil.

OUNDAs/2028 Tanggal § Januart 2025;

(A Lzporan Monav Gulanan setelah dRerbitkan
Rekomendasi Hasll Evolasl 4 Jund 20
dssissakan dongan wakiu sebagai berikut:

8) Lap Menev Jili ditandatangani 7 Agustus 2024

b) Lzp Monav dan
8 Sepember 2024 (so5uai)

¢) Lsp Monay diizndatangani 7

Oktobar 2024 dan Guplioad 11 Oktober 2024

(sesua)

d) Lap Monov Okiber (2andatangani
ummwumwm
(sesuai)

o) Lap Monav Novembar dlandatangani dan
dpioad 5 Desamnbar 2024 (sesuad)

) Lap Monav Desembor diandatangani 8 Jaruar
2024 dipbzd 10 Jawed 2024 Sosua
ketsntuan Permen PUPR Nemor 08 Tetwn
2018 dahws Lxp Monov Gulanzn Urker

Tangga! 17 Desembor 2024, nazun mash terdapat
katdzkoesuzian

e
(1) Pada Sutbab 22 Peanjan Kinera scharusnya
Perfarfian Knedfs Aval, (2) Perjaniten

menjetastan (1) |
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Nzmun tdak dijotaghen
mongenal solusl unhuk mengatad kegagatan dan upaya
poningkatannya. rekomendasi 3b Dbefum

kirena Lakin  boum

{1) Sekmuh m’% yeng disgfkan beum
mancantumian asy stau sumber dats sebagal sumber

yeng memadal;
{2) Peda Subbad 32 Capaliin Kineds dalam Lakin

Surat Resmi pada Tindak Lanjut

LHE SAKIP TA 2023 nzmun tdak momuat TL atas
rokomendasi pada 34 tarena bekin

dapat pada  sisa




____ Cincaktani
1. Terdzpat peruunan indikakr kinera Persentass Tingkat | Sopondapat dengan | Aken menjadi perbaden | Sepakat
me%mwam Evahstor untuk tahun beriotnys | dtndaklankt

| mengaiami

ponunnan capaisn kinorfa 117,65% pada

TA 2023 menjod 111,11% pada TA 204;
Penanganan

¢l tzhun sebelumnya dan tindakan perbakan untuk | Sependapt dengan | Akan menjadl perdakan
upaya peringkatan pada tahun berkutrya. Evalusior unh tahun bertagtrya

dsobutkan bahwa retomendasi pada 34 boalm dapat




(1) Penjplasan mengenal upaya untuk mengatasi kegagalan
dalam target kinerja yang bdax tercapas dalam Laporan

mmmmmmew

peringkatannya,

(2) Tindak lanjut sisa rekomendas LHE SAKIP 2021 dan
seduruh rekomendasi Tahun 2022 6dak disertal dengan
dolumentas yang cukup (swat resmi) -> hanya
csampakan Swal Resmi pada Thndak Lamut LHE
SAKIP TA 2023 namun Bdak memuat TL atas

78 dc4

Viayah
Pengawasan Inspoiioral | yatu capaian 93% dan target 83%
pada TA 2023 menjadi capaian 5%% dari larget 87% pada TA
2024 Penwrunan capaian kinerja yaitu pada pengukuran
sebagai berikut

a Persentase Pengawasan d lnmu I

kepakan targel namun  hspeoral mlnndm
yaitu kinarja 117 65% pada TA

penurunan capaian kinara
2023 menjedi 111,11% pada TA 2024;

b. Tingkal Penanganan Pengaduan Masyarakal yaitu
deviasi pada tahun sebelumnya TA 2023 adaish 5%
dengan kinerja 85,25% turun pada TA 2024 deviasi 10%
dengan kinerja 89.47%.

¢ Persentase lindak lanjul rekomendasi LHP Inspekiorat |
terdapat kenaikan targel namun Inspextorat | mengalami

penurunan capaiin knera yaity 128,56% pada TA 2023

mliz!“pﬁl'ﬂw

80 4cs
Evaluator

Axan menjadi parbakan
untuk tahun berlkutnya

[ 1 " | Belum terdapat enbikasi penyebab penurunan kineqa dan |
| tatun sebelumnya dan ndakan perbakan untuk upaya
| peninghatan pada tanun benkutnya

Nilal Sebelum Pembahasan : 81,21
Nilai Setelah Penyampaian dokumen dan pembahasan : 85,61

Demiuan Banta Acara Pembahasan ini dibuat kesepakatan sebagamana Tanggapan Evaluatan merupakan hasd psmbahasan Tim Evaluator

dengan Tim Evaluatan o Jakarta pada tanggal 05 Jur 2025

Tim Evaluator
Inspoktorat IV

Pengendali Mutu,
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Pengendali Teknis,
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—
Tri Warso Mutvono, ST M.S: A Rahimas
NIP 198300192002121001

Tim Evaluatan

Inspektorat |
Inspektur |, Kasubbag TU Inspektorat |,
4 A1
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L Ketut Jayaca, S 1

wan SE _MA
NP 197010151997031008 NIP 188801042010121001

Ketua,

NIP 108502122010122002

Indah Devet Anan, ST M T
NIP 198209092008012015

Anggota,
1. Widhie Arzy Restuant. SE
ARLMT rwd

2 Meanus Saputro, S Ak a

T A 3 Queena Medumna Zulla

ANd Ak éﬂ‘)

Parwakilan Inspektorat I,

AL
Januar Taufik ST MT
NIP. 198501192010121002




Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

1.

Kegiatan Audit Kinerja RPATA dan Bendungan
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2. Kegiatan ADTT Pemtak OP SDA




3. Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu terkait Pengaduan




4. Kegiatan Reviu Pembayaran terkait Inpres
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